
BUPATI BOALEMO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 7«̂ l TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PERUBAHAN K E T I G A ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN T E K N I S PR IORITAS 

PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2 0 2 0 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang : a. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r a t u r a n B u p a t i B o a l e m o 

N o m o r 8 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g p e d o m a n t e k n i s 

p r i o r i t a s p e n g g u n a a n D a n a Desa T a h u n 2 0 2 0 

s e b a g a i m a n a t e l a h b e b e r a p a k a l i d i u b a h , t e r a k h i r 

d e n g a n p e r a t u r a n B u p a t i Boa l emo , N o m o r 3 5 

T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a A t a s 

P e r a t u r a n B u p a t i Boa l emo N o m o r 8 T a h u n 2 0 2 0 

T e n t a n g P e d o m a n T e k n i s P r i o r i t a s P e n g g u n a a n 

D a n a D e s a K a b u p a t e n B o a l e m o T a h u n 2 0 2 0 p e r l u 

m e n g a t u r m e n g e n a i p e n a m b a h a n j a n g k a w a k t u 

b a n t u a n l a n g s u n g t u n a i Desa seh ingga p e r l u 

d i u b a h ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan 

Bupa t i Boalemo Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan* Bupa t i Boalemo Nomor 8 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

3899), sebagaimana telah d iubah dengan Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 50 T a h u n 1999 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 3965); 

2. U n d a n g - U n d a n g Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

KeuanganNegara( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 104); 

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah d iubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5279); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6233); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah dengan Pertauran Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

157); 



Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5558), 

Sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dar i Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5864); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah ( Beri ta 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaiman telah d iubah dengan Peraturan Ment r i 

Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang 

Perubahnan Atas Peraturan Menteri Da lam Negeri 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk H u k u m 

Daerah ( Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republ ik Indonesia Nomor 

112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menter i Keuangan Republik Indonesia Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1700) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Menter i Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menter i Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

384); 



19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

20. Peraturan Menter i Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republ ik Indonesia Nomor 

46 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usu i dan Kewenangan Berskala 

Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 158); 

2 1 . Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republ ik Indonesia Nomor 

2 T a h u n 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan 

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( 

Ber i ta Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

159); 

22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republ ik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ( Beri ta 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republ ik Indonesia Nomor 

4 T a h u n 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan 

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Mi l ik Desa( 

Beri ta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

296); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republ ik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 2020 (Berita Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat da lam 
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Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan 

Publ ik d i Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112 ) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG 

PERUBAHAN K E T I G A ATAS PERATURAN BUPATI 

BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG 

PEDOMAN T E K N I S PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 

DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 

Pasal I 

Mengubah Lampiran I I Peraturan Bupat i Boalemo Nomor 

8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020 (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2019 Nomor 1012) yang telah beberapa ka l i d iubah 

dengan Peraturan Bupa t i Boalemo, sehingga menjadi 

sebagaiman te rcantum dalam Lampiran 11 yang 

merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Bupa t i i n i . 

Pasal 11 

Peraturan Bupat i i n i mu l a i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 

penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten 

Boalemo. 

Di te tapkan d i T i lamuta 



TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 

S ISTEMATIKA 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2 0 2 0 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I I KEBIJAKAN PENGATURAN DESA 

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

BERDASARKAN KEWENANGAN DESA 

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 

DESA 

BAB I I I PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 

A. PENDAMPINGAN 

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB IV PELAPORAN 

BAB V PENUTUP 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Desa) mendef inis ikan Desa sebagai kesatuan 

masyarakat h u k u m yang memi l i k i batas wi layah yang berwenang u n t u k 

mengatur dan mengurus u r u s a n pemerintahan, kepent ingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal u s u l , dan/atau h a k 

tradis ional yang d i aku i dan d ihormat i da lam sistem pemer intahan Negara 

Kesatuan Republ ik Indonesia. 

Gambaran Desa ideal yang d ic i ta-c i takan dalam Undang-Undang Desa 

adalah Desa yang kua t , maju , mand i r i dan demokratis. Cita-cita d imaksud 

d iwu judkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dar i kerja pemberdayaan masyarakat 

Desa adalah mewu judkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan 

Desa sebagai subyek h u k u m yang berwewenang mendayagunakan keuangan 

dan aset Desa. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat h u k u m menggambarkan bahwa 

Desa merupakan Subyek H u k u m . Posisi Desa sebagai subyek h u k u m 

menjadikan Desa memi l i k i h a k dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang 

menjadi mi l iknya . Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa 

merupakan m i l i k Desa, sehingga penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa 

merupakan bagian dar i kewenangan Desa. 

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan d i wi layah 

Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa i n i menjadikan Desa 

sebagai subyek h u k u m merupakan komuni tas yang u n i k sesuai sejarah Desa 

i t u sendir i . Kendat ipun demik ian , Desa dikelola secara demokrat is dan 

berkeadi lan sosial. 

Masyarakat Desa memi l ih Kepala Desa dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban u n t u k memimp in 

Desa sekaligus berfungsi sebagai p imp inan pemer intah Desa. BPD menjadi 

lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus 

u r u s a n pemer intahan dan u r u s a n masyarakat. Hal-hal strategis d i Desa harus 

dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa 

mela lu i musyaw^arah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah 

Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa da lam merumuskan berbagai 

kebi jakan Desa, t e rmasuk kebi jakan pembangunan Desa. 

Tata kelola Desa yang demokrat is dan berkeadilan sosial i n i wajib 

d i tegakkan agar Desa m a m p u secara mand i r i menyelehggarakan 



pembangunan Desa secara part is ipat i f yang d i t u j u k a n u n t u k mewujudkan 

peningkatan kua l i tas h i dup manusia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa; dan penanggulangan kemisk inan . 

Pembangunan Desa dikelola secara part is ipat i f d ikarenakan mel ibatkan 

peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada 

te rwujudnya kemandi r ian Desa d ikarenakan kegiatan pembangunan Desa 

wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manus ia d i 

Desa serta sumber daya a lam dan l ingkungan secara berkelanjutan. 

Agar Desa m a m p u menja lankan kewenangannya, termasuk m a m p u 

menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memi l ik i sumber-

sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dar i APBN merupakan salah 

satu bagian dar i pendapatan Desa. Tu juan Pemerintah menya lurkan Dana 

Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya da lam 

menja lankan dan mengelola u n t u k mengatur dan mengurus pr ior i tas b idang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Penggunaan Dana Desa dikelola mela lu i mekanisme pembangunan 

part is ipat i f dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek 

pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan 

disepakati da lam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasi l 

mewujudkan t u j u a n pembangunan Desa ya i tu : peningkatan kual i tas h i dup 

manusia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan 

kemisk inan . Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan 

in f r as t ruk tu r akan memper lambat terwujudnya t u j u a n pembangunan Desa. 

Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 d ipr ior i taskan pengembangan 

usaha ekonomi produkt i f , peningkatan pelayanan dasar u tamanya penanganan 

anak kerd i l (stunting) dan pelayanan gizi u n t u k anak-anak, serta pembiayaan 

kegiatan padat karya t u n a i u n t u k menciptakan lapangan kerja sementara bagi 

warga m i sk in . 

Pedoman U m u m Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 i n i 

wajib d ipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Desa dalam mengelola penetapan pr ior i tas penggunaan 

Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokrat is dan 

berkeadi lan sosial. 



BAB II 

K E B I J A K A N PENGATURAN DANA D E S A 

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Maksud 

Maksud penyusunan Pedoman U m u m Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen 

kebi jakan yang d iharapkan dapat menjadi acuan arah kebi jakan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai 

dengan Dana Desa. 

2. Tujuan 

a. menjelaskan pent ingnya pr ior i tas penggunaan Dana Desa pada 

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 

d i fokuskan u n t u k mewujudkan peningkatan kua l i tas h i d u p 

manusia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan 

penanggulangan kemisk inan. 

b. member ikan gambaran tentang p i l ihan program/kegiatan 

pr ior i tas da lam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang 

d i fokuskan u n t u k mewujudkan peningkatan kual i tas h i dup 

manus ia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan 

penanggulangan kemisk inan; dan 

c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa 

sesuai ke tentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Manfaat 

a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa 

yang d ipr ior i taskan pada upaya mewujudkan peningkatan 

kua l i tas h i dup manusia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa; dan penanggulangan kemisk inan . 

b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan pendamping profesional da lam memfasi l i tasi 

Desa u n t u k menetapkan pr ior i tas penggunaan Dana Desa yang 

d i fokuskan pada upaya mewu judkan peningkatan kual i tas 

h i d u p manusia ; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan 

penanggulangan kemisk inan. 

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah da lam 

menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk Desa 



yang bersumber dar i APBD Kabupaten/ Kota, APBD Provinsi dan 

APBN dengan penetapan pr ior i tas penggunaan Dana Desa. 

d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota da lam 

menyusun Pedoman Teknis Fasil i tasi Penggunaan Dana Desa. 

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN APDESA BERDASARKAN 

KEWENANGAN DESA 

1. Penetapan Daftar Kewenangan Desa 

Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, 

pemanfaatannya a tau penggunaannya wajib berdasarkan daftar 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa. 

Tata cara penetapan kewenangan Desa d imaksud d ia tur 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

khususnya da lam Pasal 37. 

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal 

u s u l dan kewenangan lokal berskala Desa i n i menjadikan Desa 

berwenang mengatur dan mengurus sendir i urusannya , t e rmasuk 

penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa 

yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dar i kewenangan 

berdasarkan hak asal u s u l dan kewenangan lokal berskala Desa. 

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Berdasarkan Kewenangan Desa 

Idealnya, setiap Desa sudah memi l i k i Peraturan Desa tentang 

kewenangan berdasarkan hak asal u s u l dan kewenangan lokal 

berskala Desa yang d i susun sesuai ketentuan pera turan perundang-

undangan. Namun demik ian, faktanya mas ih banyak Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang be lum menetapkan peraturan tentang daftar 

kewenangan berdasarkan hak asal u s u l dan kewenangan lokal 

berskala Desa sehingga Desa kesu l i tan menetapkan pera turan Desa 

tentang kewenangan Desa. Oleh sebab i t u , u n t u k membantu Desa 

mempr ior i taskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, 

da lam Pedoman U m u m i n i secara k h u s u s d i jabarkan contoh-contoh 



daftar kewenangan Desa d i b idang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa yang d ipr ior i taskan u n t u k dibiayai Dana Desa. 

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana Desa 

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliba 

raan sarana dan prasarana l ingkungan pemuk iman , 

antara la in : 

1. pembangunan dan/atau perbaikan r u m a h 

u n t u k warga m i sk in ; 

2. penerangan l ingkungan pemuk iman ; 

3. pedestrian; 

4. drainase; 

5. tandon air bersih a tau penampung air h u j a n 

bersama; 

6. p ipanisasi u n t u k m e n d u k u n g d is t r ibus i air bersih 

ke r u m a h penduduk; 

7. alat pemadam kebakaran h u t a n dan lahan; 

8. s u m u r resapan; 

9. selokan; 

10. tempat pembuangan sampah; 

11 . gerobak sampah; 

12. kendaraan pengangkut sampah; 

13. mesin pengolah sampah 

14. pembangunan ruang t e rbuka h i jau 

15. pembangunan bak sampah desa; dan 

16. sarana prasarana l ingkungan pemuk iman la innya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i p u t u s k a n da lam musyawarah Desa. 

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemel iharaan sarana prasarana transportas i , antara 

la in : 

1. Perahu/ke t i n t ing bagi desa-desa d ikepu lauan dan 

kawasan DAS; 

2. t ambatan perahu 

3. dermaga apung 

4. tambat apung 

5. j a l a n pemukiman; 



6. j a l an Desa antara pe rmuk iman ke wi layah 

pertanian; 

7. j a l an poros Desa; 

8. j a l a n Desa antara pe rmuk iman ke lokasi wisata; 

9. j embatan desa: 

10. gorong-gorong; 

11. t e rmina l desa; dan 

12. sarana prasarana transportas i la innya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan dalam 

musyawarah Desa. 

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara la in : 

1. pembangkit l i s t r ik tenaga mikroh idro ; 

2. pembangkit l i s t r ik tenaga diesel; 

3. pembangkit l i s t r ik tenaga matahar i ; 

4. pembangkit l i s t r ik tenaga angin 

5. instalasi biogas; 

6. j a r ingan d is t r ibus i tenaga l i s t r ik (bukan dar i PLN); 

dan 

7. sarana prasarana energi la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan d ipu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan 

komun ikas i , antara la in : 

1. j a r ingan internet u n t u k warga Desa; 

2. website Desa; 

3. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

4. radio Single Side Band (SSB); dan 

5. sarana prasarana komun ikas i la innya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

Peningkatan Kual i tas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 

Dasar 

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara la in : 

1. a ir bersih berskala Desa; 

2. jambanisas i ; 

3. mand i , cuci , k a k u s (MCK); 



4. mobi l/kapal motor u n t u k ambulance Desa; 

5. balai pengobatan 

6. posyandu; 

7. poskesdes/polindes; 

8. posbindu; 

9. t i ka r p e r tumbuhan (alat u k u r t inggi badan u n t u k 

bayi) sebagai media deteksi d i n i s tun t ing 

10. kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS); 

dan 

11 . sarana prasarana kesehatan la innya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemel iharaan sarana prasarana pendid ikan dan 

kebudayaan antara la in : 

1. t aman bacaan masyarakat; 

2. bangunan PAUD bagi desa yang be lum ada gedung 

PAUD 

3. pengembangan bangunan/rehabi l i tas i gedung 

PAUD u n t u k PAUD HI ; 

4. b u k u dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia 

D i n i la innya; 

5. wahana permainan anak d i Pendidikan Aanak Usia 

D in i ; 

6. t aman belajar keagamaan; 

7. sarana dan prasarana bermain dan kreati f i tas anak 

8. pembangunan dan renovasi sarana olahraga desa 

9. bangunan perpustakaan Desa; 

10. b u k u / b a h a n bacaan; 

11 . balai pelat ihan/kegiatan belajar masyarakat; 

12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 

13. f i lm dokumenter; 

14. peralatan kesenian dan kebudayaan 

15. pembangunan galeri a tau museum desa 

16. pengadaan media komunikas i , informasi dan 

edukasi (KIE) terka i t hak anak, gizi dan kesehatan 

i b u dan anak serta i su anak la in , keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi d i desa 



17. sarana dan prasarana perjalanan anak ked an dar i 

sekolah yang aman bagi anak; dan 

18. sarana prasarana pendid ikan dan kebudayaan 

la innya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d ipu tuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemel iharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa. 

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana produks i dan 

pengolahan hasi l usaha pertanian/per ikanan u n t u k 

ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala 

p rodukt i f yang d i fokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau p roduk 

unggu lan kawasan perdesaan, antara la in : 

1. bendungan berskala keci l ; 

2. pembangunan a tau perbaikan embung; 

3. ir igasi Desa; 

4. percetakan lahan pertanian; 

5. ko lam ikan ; 

6. kapa l penangkap ikan ; 

7. tempat pendaratan kapal penangkap i kan ; 

8. tambak garam; 

9. kandang t emak ; 

10. mesin pakan ternak; 

11 . mesin penates te lur 

12. gudang penyimpanan sarana produks i pertanian 

(saprotan); 

13. pengering has i l per tanian ( lanta i j e m u r gabah, 

jagung, kopi , coklat dan kopra); 

14. embung desa; 

15. gudang pendingin (cold storage) 

16. sarana budidaya i kan ( benih, pakan, obat, k inc i r 

dan pompa air); 

17. alat penangkap i kan ramah l ingkungan ( bagan, 

j a r ing , pancing dan penangkap); 

18. alat ban tu penangkapan i kan ( rumpon dan lampu) ; 

19. keramba j a r ing apung; 

20. keranjang ikan ; 

2 1 . a lat t imbang dan u k u r has i l tangkapan; 



22. alat produks i es; 

23. gudang desa ( penyimpanan komudi tas perkebunan 

dan perikanan); 

24. tempat penjemuran i kan ; dan 

25. sarana prasarana produks i dan pengolahan has i l 

per tanian la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan d ipu tuskan dalam musyawarah Desa. 

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha 

indus t r i kecil dan/atau i ndus t r i r u m a h a n yang 

d i fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau p roduk unggulan 

kawasan perdesaan, antara la in : 

1. mesin j a h i t ; 

2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 

3. mesin penepung i kan ; 

4. mesin penepung ketela pohon; 

5. mesin b u b u t u n t u k mebeler; 

6. mesin packaging kemasan; 

7. roaster kopi ; 

8. mesin percetakan; 

9. bioskop m in i ; 

10. alat pengolahan has i l per ikanan 

11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); 

dan 

12. sarana dan prasarana jasa serta usaha i ndus t r i 

keci l dan/atau i n d u s t r i r u m a h a n la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i p u t u s k a n 

dalam musyawarah Desa. 

pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang 

d i fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau p roduk unggulan 

kawasan perdesaan, antara la in : 

1. pasar Desa; 

2. pasar sayur; 

3. pasar he wan; 

4. tempat pelelangan i kan ; 

5. toko online; » 

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 



6. gudang barang; 

7. tempat pemasaran i k a n dan 

8. sarana dan prasarana pemasaran la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i p u t u s k a n 

da lam musyawarah Desa. 

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemelihar 

aan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara la in : 

1. Ruang gant i dan atau toilet 

2. Pergola 

3. Gazebo 

4. Lampu taman 

5. Pagar pembatas 

6. pondok wisata (homestay);; 

7. panggung kesenian/pertunjukan; 

8. kios cenderamata; 

9. pusat ja janan kul iner ; 

10. tempat ibadah; 

11. menara pandang (viewing deck); 

12. gapura identitas; 

13. wahana permainan anak; 

14. wahana permainan outbound ; 

15. t aman rekreasi; 

16. tempat penjualan t iket ; 

17. angkutan wisata; 

18. t rack ing wisata mangrove; 

19. peralatan wisata snorkel ing dan diving; 

20. papan interpretasi ; 

2 1 . sarana dan prasarana kebersihan; 

22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio 

visual); 

23. internet corner; dan 

24. sarana dan prasarana Desa Wisata la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan 

dalam musyawarah Desa. 

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemelihar 

aan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) 

u n t u k kemajuan ekonomi yang d i fokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan p roduk unggu lan 



desa dan/atau p roduk unggulan kawasan perdesaan, 

antara la in : 

1. penggil ingan padi ; 

2. peraut kelapa; 

3. penepung bi j i -b i j ian; 

4. pencacah pakan ternak; 

5. mesin sangrai kop i ; 

6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 

7. pompa air; 

8. t raktor m i n i ; 

9. desalinasi air l aut ; 

10. pengolahan l imbah sampah; 

11 . ko lam budidaya; 

12. mesin pembuat es dar i a i r l au t (slurry ice); dan 

13. sarana dan prasarana la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan d ipu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

4) Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemel iharaan 

sarana prasarana u n t u k pelestarian l ingkungan h idup 

antara la in : 

a) pembuatan terasering; 

b) ko lam u n t u k mata air; 

c) plesengan sungai; 

d) pencegahan kebakaran h u t a n ; 

e) pencegahan abrasi panta i ; 

f) pembangunan ta lud ; 

g) papan informasi l ingkungan h idup ; 

h) pemul ihan stock i kan (restocking) local; 

i) reahabl i tasi kawasan mangrove; 

j) penanaman bakau; dan 

k) sarana prasarana u n t u k pelestarian l ingkungan h idup 

la innya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 

5) Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana u n t u k penanggulangan bencana a lam 

dan/atau kejadian luar biasa la innya yang me l iput i : 

a) kegiatan tanggap darura t bencana alam; 

b) pembangunan j a l an evakuasi dalambencana gunung 

berapi; i 



c) pembangunan gedung pengungsian; 

d) pembersihan l ingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; 

e) rehabi l i tasi dan rekonst ruks i l ingkungan perumahan 

yang terkena bencana a lam; 

f) pembuatan peta potensi rawan bencana d i desa; 

g) P3K u n t u k bencana; 

h) Alat pemadam api r ingan (APAR) d i Desa; dan 

i) sarana prasarana u n t u k penanggulangan bencana yang 

la innya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

1) Peningkatan Kual i tas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 

a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, 

antara la in : 

1. pe lat ihan pengelolaan air m i n u m ; 

2. pelayanan kesehatan l ingkungan; 

3. ban tuan inseti f u n t u k kader PUAD, kader 

posyandu dan kader pembangunan manus ia (KPM) 

4. alat ban tu penyandang disabil i tas; 

5. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana 

yang ramah terhadap anak penyandang disabil i tas; 

6. pemantauan pe r tumbuhan dan penyedian 

makanan sehat u n t u k peningkatan gizi bagi bal i ta 

dan anak sekolah; 

7. kampanye dan promosi hak-hak anak, 

keterampi lan pengasuhan anak dan per l indungan 

anak serta pencegahan perkawinan anak; 

8. kampanye dan promosi gerakan makan i kan ; 

9. sosialisasi gerakan aman pangan; 

10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi 

dan anak (PMBA), s t imulas i t u m b u h kemban, 

PHBS, dan Ia in- la in d i layanan kesehatan dan 

sosial dasar Desa posyandu, BKB, PKK, d l l ; 

11 . pengelolaan balai pengobatan desa dan persal inan; 

12. pe lat ihan dan pengembangan apotek h i dup desa 

dan p roduk ho t i ku l tu ra ; 

Dasar 



13. perawatan kesehatan dan atau pendampingan 

u n t u k i b u hami l , nifas dan menyusu i , keluarganya 

da lam merawat anak dan lansia; 

14. penguatan pos penyu luhan desa (posluhdes); 

15. pendampingan pasca persal inan, kun jungan nifas 

dan kun jungan neonatal ; 

16. pendampingan u n t u k pemberian imunisas i , 

s t imulas i perkembangan anak, peran ayah da lam 

pengasuhan d l l ; 

17. sosialisasi dan kampanye imunisas i ; 

18. kampanye dan promosi p r i l aku h i dup bersih dan 

sehat (PHBS) gizi seimbang. pencegahan penyakit 

seperti diare, penyakit menular , penyakit seksual, 

HIV/AIDS, tuberkulos is , hipertensi , diabetes 

mel l i tus dan gangguan j iwa ; 

19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta 

kesehatan reproduksi d i t ingkat desa; 

20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga; 

2 1 . pe lat ihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha 

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera 

(UPPKS); 

22. peningkatan peran m i t ra desa da lam pengelolaan 

pengembangan keterampi lan kelompok UPPKS 

berbasis era digital isasi; 

23. pengelolaan kegiatan reabi l i tasi bagi penyandang 

disabil i tas; 

24. pe lat ihan kader kesehatan masyarakat u n t u k 

gizi,kesehatan, air bersih, sanitasi , pengasuhan 

anak, s t imulas i , pola konsums i dan la innya; 

25. pe lat ihan kader u n t u k me lakukan pendampingan 

da lam member i ASI, pembuatan makanan 

pendamping ASI, s t imulas i anak, cara menggosok 

gigi, dan cuci tangan pakai sabun u n t u k 1000 ha r i 

pertama keh idupan; 

26. pe lat ihan kader kependudukan, keluarga 

berencana, dan pembangunan keluarga; 

27. pe lat ihan hak -hak anak, keterampi lan pengasuhan 

anak dan per l indungan anak; 



28. pe lat ihan kader keamanan pangan desa 

29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat 

dan pe laku usaha pangan 

30. penyu luhan kesehatan dampak penggunaan 

kompresor dalam penangkapan i kan dan 

3 1 . kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan 

masyarakat Desa la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan d ipu tuskan dalam 

musyawarah Desa. 

b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendid ikan dan kebuda 

yaana n ta ra la in : 

1. B a n t u a n insent i f guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TK 

A/TPQ/guru taman belajar keagamaan, t aman 

belajar anak dan fasil itator pusat kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM); 

2. penyelenggaraan pengembangan anak us ia d i n i 

secara holistic integrative (PAUD HI); 

3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parent ing bagi 

orang t u a anak us ia 0-2 t a h u n ; 

4. pembiayaan pelat ihan gu ru PAUD tentang 

konvergensi pencegahan s tun t ing d i Desa; 

5. pe lat ihan u n t u k kader pembangunan manus ia 

(KPM); 

6. penyu luhan manfaat data kependudukan bagi 

Kader Pembangunan Manusia ; 

7. pe lat ihan keterampi lan per l indungan anak dan 

keterampi lan kerja bagi remaja yang akan 

memasuk i dun ia kerja; 

8. pe lat ihan dan penyelenggaraan kur sus seni 

budaya; 

9. b a n t u a n pemberdayaan bidang seni, budaya, 

agama, olahraga, dan pendid ikan non formal 

la innya; 

10. pe lat ihan pembuatan f i lm documenter, j u rna l i s , 

pembuatan dan penggunaan media, blog, dan 

internet (film, foto, tu l i san , vlog dan media lainnya); 

11 . pe lat ihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan 

anak; 



12. pe lat ihan dan KIE tentang pencegahan dan 

penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, 

termasuk t indak p idana perdagangan orang; 

13. ban tuan pendampingan kepada anak t idak sekolah 

(ATS) bagi warga m i sk in ; 

14. pemberian ban tuan peralatan pendid ikan sebelum 

anak di ter ima d i satuan pendid ikan bagi warga 

m isk in ; 

15. pemberian ban tuan biaya pendid ikan u n t u k anak 

dar i keluarga t idak m a m p u , m in ima l jen jang 

pendid ikan menengah; 

16. pemberian ban tuan biaya pendid ikan u n t u k anak 

berkebutuhan khusus ; 

17. penyelenggaraan pendid ikan keluarga dan 

penguatan parent ing bagi orang tua yang memi l i k i 

anak usia sekolah; 

18. pe lat ihan menenun/membat ik dengan menggunak 

an warna alam, mot i f -mot i f yang sudah ada dan 

a tau d ic iptakan sendir i dan a tau sesuai t ren; 

19. pe lat ihan pembuatan p r iduk/karya kreat i f yang 

merupakan keun ikan/kekhasan desa tersebut 

sesuai k ebu tuhan pasar; 

20. pe lat ihan alat m u s i k khas daerah setempat a tau 

modern; 

2 1 . pe lat ihan penggunaan perangkat produks i 

barang/jasa kreat i f seperti mesin j ah i t , alat uk i r , 

kamera, computer, mesin percetakan 

22. pe lat ihan kepada pelaku ekonomi kreat i f u n t u k 

berpromosi ba ik d imedia onl ine a tau offline; 

23. pe lat ihan pelaku ekonomi kreat i f pemula bagi 

masyarakat desa; 

24. pe lat ihan cara konservasi p roduk/karya kreat i f 

bagi para pe laku kreat i f misa lnya cara 

pendokumentas ian mela lui tu l i san dan visual ; 

25. pe lat ihan pengelolaan keuangan sederhana dalam 

mengakses permodalan baik d i bank dan non bank; 

26. pendid ikan keterampi lan non- formal berbasis 

potensi desa; 



27. pendid ikan/pelat ihan konservasi sumberdaya 

pesisir; dan 

28. kegiatan pengelolaan pendid ikan dan kebudayaan 

la innya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 

a) pengelolaan l ingkungan perumahan Desa, antara la in : 

1. pengelolaan sampah berskala r u m a h tangga; 

2. pengelolaan sarana pengolahan air l imbah ; dan 

3. pengelolaan l ingkungan pemuk iman la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan 

da lam musyawarah Desa. 

b) pengelolaan transportas i Desa, antara la in : 

1. pengelolaan te rmina l Desa; 

2. pengelolaan tambatan perahu; dan 

3. pengelolaan transportas i la innya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa yang d ipu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

c) pengembangan energi t e rbarukan, antara la in : 

1. pengolahan l imbah peternakan u n t u k energi 

biogas; 

2. pembuatan bioethanol dar i u b i kayu ; 

3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

4. pengelolaan pembangkit l i s t r ik tenaga angin; 

5. pengelolaan energy tenaga matahar i 

6. pe lat ihan pemanfaatan energy tenaga matahar i ; 

dan 

7. Pengembangan energi t e rbarukan la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d ipu tuskan 

dalam musyawarah Desa. 

d) pengelolaan informasi dan komunikas i , antara la in : 

1. sistem informasi Desa; 

2. website Desa; 

3. radio komuni tas ; 

4. pengelolaan system informasi pencatatan hasi l 

tangkapan ikan ; dan 



5. pengelolaan informasi dan komun ikas i la innya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengelolaan usaha ekonomi p rodukt i f serta pengelolaan sar 

ana dan prasarana ekonomi 

a) Pengelolaan produks i usaha pertanian u n t u k ketahanan 

pangan dan usaha pertanian yang d i fokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

Desa dan/atau p roduk unggulan kawasan perdesaan, 

antara la in : 

1. perbenihan tanaman pangan; 

2. pembib i tan tanaman keras; 

3. pengadaan pupuk ; 

4. pembenihan ikan air tawar; 

5. pengelolaan usaha h u t a n Desa; 

6. pengelolaan usaha h u t a n sosial; 

7. pengadaan b i b i t / i n d u k ternak; 

8. inseminasi buatan ; 

9. pengadaan pakan t emak ; 

10. tepung tapioka; 

11. ke rupuk ; 

12. ker ip ik j a m u r; 

13. ker ip ik jagung; 

14. i kan asin; 

15. abon sapi; 

16. susu sapi; 

17. kop i ; 

18. coklat; 

19. karet; 

20. o lahan i kan {nugget, bakso, ke rupuk , terasi, i k a n 

asap, i kan asin, i k a n rebus dan i kan abon); 

2 1 . o lahan r u m p u t l au t (agar-agar, dodol, nor i , permen, 

kosmetik, karagenan dll); 

22. o lahan mangrove (bolu, t i n t a bat ik , ker ip ik , 

permen, dil l ) ; 

23. pe lat ihan pembib i tan mangrove dan vegetasi 

panta i ; 

24. pe lat ihan pembenihan ikan air tawar, payau dan 

laut ; 



25. pengelolaan h u t a n mangrove dan vegetasi panta i 

(hutan cemara laut ) ; dan 

26. sarana dan prasarana produks i pertanian la innya 

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i p u t u s k a n dalam musyawarah Desa. 

b) pengelolaan usaha jasa dan indus t r i keci l yang 

d i fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara la in : 

1. meubelair kayu dan ro tan, 

2. alat-alat r u m a h tangga, 

3. pakaian jad i/konveks i keraj inan tangan; 

4. ka in t enun ; 

5. ka in bat ik ; 

6. bengkel kendaraan bermotor; 

7. pedagang d i pasar; 

8. pedagang pengepul; 

9. pe lat ihan pengelolaan docking kapal ; 

10. pe lat ihan pengelolaan kemi t raan usaha per ikanan 

tangkap; 

11. pe lat ihan pemasaran per ikanan;dan 

12. pengelolaan jasa dan indus t r i keci l la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan 

da lam musyawarah Desa. 

c) pendir ian dan pengembangan BUM Desa dan/atau 

BUMDesa Bersama, antara la in : 

1. pendir ian BUM Desa dan/atau B U M Desa 

Bersama; 

2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama; 

3. penguatan permodalan B U M Desa dan/atau B U M 

Desa Bersama;dan 

4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM 

Desa Bersama la innya yang sesuai dengan kewena 

ngan Desa d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

d) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa 

Bersama yang d i fokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 

unggu lan kawasan perdesaan, antara la in : . 



1. pengelolaan h u t a n Desa; 

2. pengelolaan h u t a n Adat; 

3. i ndus t r i a ir m i n u m ; 

4. i n d u s t r i par iwisata Desa; 

5. pengolahan i kan (pengasapan, penggaraman, dan 

perebusan); 

6. pengelolaan wisata h u t a n mangrove (tracking, 

je la jah mangrove dan wisata edukasi); 

7. pe lat ihan sentra pembenihan mangrove dan 

vegetasi panta i ; 

8. pe lat ihan pembenihan ikan ; 

9. pe lat ihan usaha pemasaran dan d is t r ibus i p r i d u k 

per ikanan; dan 

10. p roduk unggulan la innya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa d i pu tuskan dalam musyawarah 

Desa. 

e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat yang d i fokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan p roduk unggulan desa dan/atau p roduk 

unggulan kawasan perdesaan, antara la in : 

1. h u t a n kemasyarakatan; 

2. h u t a n tanaman raky^at; 

3. kemi t raan kehutanan ; 

4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 

5. pembentukan dan pengembangan usaha i ndus t r i 

keci l dan/atau i n d u s t r i rumahan ; 

6. ban tuan sarana produks i , d i s t r ibus i dan 

pemasaran u n t u k usaha ekonomi masyarakat; dan 

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 

la innya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 

1) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna u n t u k kemajuan 

ekonomi yang d i fokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan p roduk unggulan desa dan/atau p roduk 

unggu lan kawasan perdesaan, antara la in : 

1. sosialisasi TTG; 

2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 

3. percontohan TTG u n t u k produks i per tanian. 

pengembangan 



pengembangan sarana transportas i dan 

pengembangan sarana komun ikas i serta 

pengembangan jasa dan i ndus t r i keci l ; 

4. sosialisasi sistem informasi pencatatan has i l 

tangkapan i kan ; 

5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan i k l i m ; dan 

6. pengembangan dan pemanfaatan TTG la innya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan d i pu tuskan 

dalam musyawarah Desa. 

g) pengelolaan pemasaran hasi l p roduks i usaha BUM Desa 

dan usaha ekonomi la innya yang d i fokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan p roduk unggulan 

desa dan/atau p roduk unggulan kawasan perdesaan, 

antara la in : 

1. penyediaan informasi harga/pasar; 

2. pameran hasi l usahaBUM Desa, usaha ekonomi 

masyarakat dan/atau koperasi; 

3. ket jasama perdagangan antar Desa; 

4. kerjasama perdagangan dengan p ihak ketiga; dan 

5. pengelolaan pemasaran la innya yang sesuai dengan 

4) penguatan dan fasil itasi masyarakat Desa da lam 

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darura t bencana serta 

kejadian luar biasa la innya yang me l iput i : 

a) penyediaan layanan informasi tentang bencana; 

b) pelat ihankesiapsiagaanmasyarakatdalam menghadapi 

bencana; 

c) pelat ihantenagasukarelawanuntukpenangananbencana; 

d) pe lat ihan pengenalan potensi bencana dan mit igasi ; dan 

e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang la innya 

sesuai dengan kewenangan Desa yang d i pu tuskan 

dalam musyawarah Desa. 

5) pelestarian l ingkungan h idup antara la in : 

a) pembib i tan pohon langka; 

b) reboisasi; 

c) rehabi l i tas i lahan gambut; 

d) pembersihan daerah a l i ran sungai; 

e) pembersihan daerah sekitar panta i (bersih pantai ) ; | 

kewenangan Desa yang d i pu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 



f) pemeliharaan h u t a n bakau ; 

g) pe lat ihan rehabi l i tasi mangrove; 

h) per l indungan t e rumbu karang; 

i) pe lat ihan pengolahan l imbah; dan 

j) kegiatan la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

Pemberdayaan masyarakat Desa u n t u k memperkuat tata 

kelola Desa yang demokrat is dan berkeadi lan sosial 

a) mendorong part is ipasi masyarakat da lam perencanaan 

dan pembangunan Desa yang d i laksanakan secara 

swakelola oleh Desa, antara la in : 

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 

2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/at 

au balai rakyat; 

3. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan 

a tau balai rakyat; dan 

4. kegiatan lainnyayangsesuaidengankewenangan 

Desa yang d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan 

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan 

sumber daya manus ia dan sumber daya a lam yang ada 

d i Desa, antara la in : 

1. penyusunan arah pengembangan Desa; 

2. penyusunan rancangan program/kegiatan 

pembangunan Desa yang berkelanjutan; 

3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya 

i kan d i desa: 

4. pengelolaan sistem informasi pencatatan has i l 

per ikanan; 

5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan da lam 

pengelolaan per ikanan; dan 

6. kegiatan la innya yang sesuai kewenangan Desa 

dan d ipu tuskan da lam musyawarah Desa. 

c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan prior i tas, potensi, dan n i la i keari fan lokal , 

antara la in : 

1. pendataan potensi dan aset Desa; 

2. penyusunan profi l Desa/data Desa; 

3. penyusunan peta aset Desa; 



4. penyusunan data u n t u k pengisian apl ikas i sistem 

perencanaan, penganggaran, analisis dan evaluasi 

kemisk inan terpadu; 

5. d u k u n g a n penetapan IDM 

6. penyusunan peta desa rawan bencana; dan 

7. kegiatan la innya yang sesuai kewenangan Desa 

yang d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

menyusun perencanaan dan penganggaran yang 

berpihak kepada kepentingan warga m i sk in , warga 

disabi l i tas, perempuan, anak, dan kelompok marg ina l , 

antara la in : 

1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 

2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga 

m i sk in , warga disabi l i tas, perempuan, anak, dan 

kelompok marginal ; 

3. pembentukan dan pengembangan f o rum anak desa 

sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah 

part is ipasi bagi anak-anak desa; 

4. r embuk s tunt ing d i desa 

5. r embuk anak desa khusus sebagai bagian dar i 

m u srenbangdes; 

6. pe lat ihan kepemimpinan perempuan sebagai 

bagian dar i musrenbangdes; 

7. penyusunan usu lan kelompok warga m i sk in , warga 

disabil i tas, perempuan, anak, dan kelompok 

marg ina l 

8. sosialisasi tentang pedendudukan bagi kelompok 

masyarakat dan keluarga; 

9. pe lat ihan bagi kader desa tentang gender; 

10. pendataan penduduk rentan (anak dengan 

kebu tuhan khusus , kepala r u m a h tangga 

perempuan dan sebagainnya) sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat af irmasi; 

11 . pe lat ihan perencanaan dan pengangggaran yang 

responsive gender bagi fasi l i tator desa dan 

12. kegiatan la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang d i pu tuskan dalam musyawarah Desa. 



e) mengembangkan sistem t ransparans i dan akuntab i l i tas 

da lam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa, antara la in : 

1. pengembangan sistem admin is t ras i keuangan dan 

aset Desa berbasis data digital ; 

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa 

yang te rbuka u n t u k pub l ik ; 

3. pengembangan system informasi Desa yang ber 

basis masyarakat; dan 

4. kegiatan la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

f) mendorong part is ipasi masyarakat da lam penyusunan 

kebi jakan Desa yang d i l akukan mela lu i musyawarah 

Desa, antara la in ; 

1. penyebarluasan informasi kepada masj^arakat Desa 

per ihal ha l - ha l strategis yang akan dibahas da lam 

Musyawarah Desa; 

2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 

3. kegiatan la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang d i pu tuskan da lam musyawarah Desa. 

g) me lakukan pendampingan masyarakat Desa mela lu i 

pembentukan dan pelat ihan kader pemberdayaan masy 

arakat Desa yang diselenggarakan d i Desa antara la in : 

1. pe lat ihan kader/pendamping f o rum anak (atau 

kelompok anak lainnya) terkai t hak anak, 

keterampi lan memfasi l i tasi anak dan pengorganisasi 

an; 

2. pe lat ihan anggota f o rum anak terkai t h a k anak, data 

dasar desa, asset desa, pengorganisasian, j u r n a l i s 

warga dan i su anak la innya; 

3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel 

warga m i sk in dan masyarakat marg ina l terhadap 

akses adminis tras i kependudukan dan catatan sipi l ; 

4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudid 

aya i kan , petambak garam, pengolah i kan , dan 

pemasar i kan ; dan 

5. kegiatan pendampingan masyarakat la innya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan d i pu tuskan 

da lam musyawarah desa. » 



h) menyelenggarakan peningkatan kual i tas dan kapasitas 

sumber daya manus ia masyarakat Desa u n t u k 

pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang 

d i fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara la in : 

1. pe lat ihan usaha pertanian, per ikanan, perkebunan, 

i n d u s t r i keci l dan perdagangan; 

2. pe lat ihan i ndus t r i rumahan ; 

3. pe lat ihan teknologi tepat guna; 

4. pe lat ihan kerja dan keterampi lan bagi masyarakat 

Desa sesuai kond is i Desa; 

5. pe lat ihan pemandu wisata; 

6. interprestasi wisata; 

7. pe lat ihan bahasa asing; 

8. pe lat ihan digitalisasi; 

9. pe lat ihan pengelolaan desa wisata; 

10. pe lat ihan sadar wisata dan pembentukan kelompok 

sadar wisata/pokdarwis; 

11. pe lat ihan penangkapan i kan diatas kapal ; 

12. pe lat ihan penanganan penggunaan alat tangkap 

ramah l ingkungan; 

13. pe lat ihan pengemasan i kan/produk i kan ; 

14. pe lat ihan teknis pemasaran online; 

15. pe lat ihan pembuatan rencana usaha per ikanan; 

dan 

16. kegiatan peningkatan kapasitas la innya u n t u k 

mendukung pembentukan dan pengembangan 

p roduk unggulan desa dan/atau p roduk unggulan 

kawasan perdesaan yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan d ipu tuskan da lam 

musyawarah Desa. 

i) Me lakukan pengawasan dan pemantauan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan 

Desa yang d i l akukan secara part is ipat i f oleh masyarakat 

Desa, antara la in : 

1. pemantauan berbasis komuni tas ; 

2. aud i t berbasis komuni tas ; 

3. pengembangan u n i t pengaduan d i Desa; » 
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4. pengembangan ban tuan h o k u m dan paralegal Desa 

u n t u k penyelesaian masalah secara mand i r i oleh 

Desa; 

5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 

6. penyelenggaraan musyawarah Desa u n t u k pertangg 

ungjawaban dan serah ter ima hasi l pembangunan 

Desa; dan 

7. kegiatan la innya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang d ipu tuskan da lam musyawarah Desa. 
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CONTOH-CONTOHPRIORITASPENGGUNAANDANADESA 

TAHUN2020 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA 

TUNAI 

Penggunaan Dana Desa d ipr ior i taskan u n t u k membiayai Padat 

Karya Tuna i d i Desa. Padat Karya Tuna i d i Desa merupakan kegiatan 

pemberdayaan keluarga m isk in , pengangguran, dan keluarga dengan 

bal i ta gizi b u r u k yang bersifat p rodukt i f berdasarkan pemanfaatan 

sumber daya a lam, tenaga kerja, dan teknologi lokal da lam rangka 

mengurangi kemisk inan , meningkatkan pendapatan dan m e n u m n k a n 

angka s tunt ing . 

1. Kerangka p ik i r model Padat Karya Tuna i d i Desa sebagai ber ikut : 

a. d i t u j u k a n bagi: 

1) anggota keluarga m i sk in 

2) penganggur 

3) setengah penganggur 

b. anggota keluarga dengan bal i ta gizi b u r u k dan/atau s tun t ing 

c. member ikan kesempatan kerja sementara; 

d. menc iptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan 

pendapatan tanpa sepenuhnya menggant ikan pekerjaan yang 

lama; 

e. mekanisme dalam penentuan u p a h dan pembagian upah d ibangun 

secara part is ipat i f da lam musyawarah Desa; 

f. berdasarkan rencana kerja yang d i susun sendir i oleh Desa sesuai 

dengan k e b u t u h a n lokal ; dan 

g. d i fokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan a tau 

pendayagunaan sumberdaya a lam secara lestari berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfaat Padat Karya Tuna i 

a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah 

penganggur, keluarga m i sk in , dan keluarga dengan ba l i ta gizi b u m k 

dan/atau s tunt ing ; 

b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan 

part is ipasi masyarakat; 

c. mengelola potensi sumberdaya loka l secara opt imal ; 

d . men ingkatkan produkt iv i tas , pendapatan dan daya beli masyarakat 

Desa; dan 



e. mengurangi j u m l a h penganggur, setengah penganggur, keluarga 

m i s k i n dan keluarga dengan bal i ta penderita ku rang gizi dan/atau 

s tunt ing . 

3. Dampak 

a. ter jangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan 

dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; 

b. t u r u n n y a t ingkat kemisk inan perdesaan; 

c. t u r u n n y a t ingkat pengangguran perdesaan; 

d. t u r u n n y a j u m l a h bal i ta ku rang gizi d i perdesaan; dan 

e. t u r u n n y a arus migrasi dan urbanisas i . 

4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tuna i 

a. swakelola: 

1) kegiatan Padat Karya Tuna i d i Desa d i laksanakan mela lu i 

mekanisme swakelola; 

2) sub kegiatan u n t u k penyediaan barang dan jasa yang t idak 

dapat d ipenuh i Desa dapat d ipenuh i mela lu i kon t rak 

sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa. 

b. mengutamakan tenaga kerja dan mater ia l lokal desa yang berasal 

dar i Desa setempat, sehingga m a m p u menyerap tenaga kerja lokal 

dan men ingkatkan pendapatan masyarakat Desa. 

c. Upah tenaga kerja d ibayarkan secara langsung secara har ian , dan 

j i k a t idak memungk inkan maka d ibayarkan secara mingguan. 

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap 

tenaga kerja/padat karya da lam j u m l a h besar: 

a. rehabi l i tas i irigasi; 

b. pembersihan daerah a l i ran sungai; 

c. pembangunan j a l a n rabat beton; 

d. pembangunan embung Desa; 

e. penanaman h u t a n Desa; 

f. penghi jauan lereng pegunungan; 

g. pembasmian hama t ikus ; . 

PENCEGAHANANANAK KEKDILiSTUNTING) 

Anak Kerdi l (stunting) adalah kond is i gagal t u m b u h pada anak 

bal i ta (bayi d i bawah l ima tahun) akibat dar i kekurangan gizi kron is 

sehingga anak ter la lu pendek u n t u k usianya. Kekurangan gizi terjadi 

sejak bayi da lam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir . Akan 

tetapi , kond is i s tun t ing ba ru nampak setelah bayi berusia 2 t a h u n . 



Bal i ta/Baduta (Bayi d ibawah us ia Dua Tahun) yang mengalami 

s tun t ing akan memi l ik i t ingkat kecerdasan t idak maks imal , menjadikan 

anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan d i masa depan dapat 

beresiko pada m e n u r u n n y a t ingkat produkt iv i tas . Pada akh i rnya secara 

luas s tun t ing akan dapat menghambat p e r tumbuhan ekonomi, 

men ingkatkan kemisk inan dan memperlebar ket impangan. 

Beberapa factor yang menjadi penyebab s tun t ing dapat d igambarka 

n sebagai ber ikut : 

1. praktek pengasuhan anak yang k u r a n g baik; 

2. mas ih terbatasnya layanan kesehatan u n t u k ibu selama masa 

kehami lan , layanan kesehatan u n t u k Ba l i ta/Baduta dan pembelajaran 

d i n i yang berkual i tas; 

3. mas ih kurangnya akses r u m a h tangga/keluarga ke makanan bergizi; 

4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi Pengunaan Dana Desa 

d ipr ior i taskan u n t u k menangani anak kerd i l [stunting] mela lu i kegiata 

n sebagai ber ikut : 

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga d i Posyandu berupa kegiatan: 

a. penyediaan makanan bergizi u n t u k i b u hami l ; 

b. penyediaan makanan bergizi u n t u k i b u menyusu i dan anak usia 0-

6 bu lan ; dan 

c. penyediaan makanan bergizi u n t u k i b u menyusu i dan anak usia 7-

23 bu lan . 

2. menyediakan dan memast ikan akses terhadap air bersih; 

3. menyediakan dan memast ikan akses terhadap sanitasi ( jamban 

keluarga). 

4. penyu luhan konsums i masyarakat terhadap pangan sehat dan 

bergizi, 

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga 

Berencana (KB). 

6. Penyuluhan pent ingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua ; 

7. Penyuluhan pendid ikan gizi masyarakat; 

8. Member ikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi , 

serta gizi kepada remaja. 

9. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi d i Desa 

10. Pelayanan kesehatan l ingkungan (seperti penataan air l imbah , dll) 

11 . Ban tuan biaya perawatan kesehatan a tau pendampingan u n t u k ibu 

hami l , nifas dan menyusui , keluarganya da lam merawat anak dan 

lansia; 



12. Penyuluhan pasca persal inan, kun jungan nifas, dan kun jungan 

13. Penyuluhan pemberian imunisas i , s t imulas i perkembangan anak, 

peran ayah dalam pengasuhan, d l l ; 

14. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

15. Pelatihan kader kesehatan masyarakat u n t u k gizi, kesehatan, air 

bersih, sanitasi , pengasuhan anak, s t imulas i , pola konsums i dan 

16. Pelatihan kader u n t u k me lakukan pendampingan dalam member i 

ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, s t imulas i anak, cara 

menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun u n t u k 1000 ha r i 

pertama keh idupan 

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI H O L I S T I K INTEGRAT IF (PAUD HI) 

Konsep PAUD HI meru juk pada pasal 1 ayat (2) Perpres No.60 

T a h u n 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia D in i 

Hol is t ik Integrat i f yang selanjutnya dis ingkat PAUD HI adalah upaya 

pengembangan anak usia d in i yang d i l akukan u n t u k memenuh i 

k e b u t u h a n esensial anak yang beragam dan saling terkai t secara 

s imu l tan , sistematis dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk 

komi tmen pemer intah da lam menjamin terpenuhinya hak t u m b u h 

kembang anak usia d i n i dalam ha l pendid ikan, kesehatan, gizi, 

perawatan, pengasuhan, serta per l indungan dan kesejahteraan 

d i laksanakan secara s imul tan , sistematis, menye luruh, terintegrasi dan 

berkes inambungan u n t u k mewujudkan anak yang sehat, cerdar dan 

berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkual i tas dan kompeti t i f . 

PAUD HI d i laksanakan d i lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-

kanak, kelompok bermain, Taman Penit ipan Anak dan Satuan PAUD 

sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 t a h u n . 

Lembaga PAUD HI merupakan b inaan Dinas Pendidikan akan tetapi 

program PAUD HI memer lukan pembinaan dar i Dinas Kesehatan, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, 

Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Per l indungan Anak dan perangkat daerah terka i t la innya. 

Pelaksanaan PAUD HI d i lapangan d i l akukan dengan 

mengintegrasikan layanan pendid ikan dengan kesehatan dan 

parent ing ,d i lakukan dengan cara: 

neonatal 

keluarga 

la innya 



a. Lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu u n t u k penimbang 

an berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badananak setiap 

bu lan ; 

b. pemberian makanan tambahan; 

c. pemberian v i t amin A u n t u k anak d i l an ju tkan pertemuan parent ing deng 

an orang t u a anak; 

d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu a tau Puskesmas terdekat 

u n t u k d i l akukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panj 

ang/tinggi badan anak setiap bu lan . 

e. Kegiatan parent ing d i laksanakan d i Lembaga PAUD pada w a k t u yang d i 

sepakati bersama. 

Kegiatan PAUD HI dapat d i jabarkan sebagai ber ikut : 

1. s t imulas i pendid ikan, pengembangan karakter dan PHBS d i 

LembagaPAUD oleh gu ru PAUD; 

2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran t inggi badan anak 

anak oleh gu ru PAUD; 

3. pemberian imunisas i dan V i tamin A oleh Petugas Kesehatan; 

4. pemantauan t u m b u h kembang anak oleh gu ru PAUD; dan 

5. kegiatan pent ing d i is i oleh narasumber dar i berbagai ah l i 

sesuaidengan topic yang dibahas (kesehatan, g iz i ,pengasuhan,tumbuh 

kembang anak, per l indungan anak,kesejahteraan,pengembangan karak 

ter anak, bermain yang mencerdaskan,PHBS,pemanfaatan l ingkungan 

r u m a h sebagai apot ik dan warung h idup , dll) 

PAUD HI yang d i laksanakan secara intensi f dan masi f 

mampumencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 t a h u n dan 

mengurangi resiko stunting pada anak d i atas 2 t a h u n hingga 6 t a h u n . 

Program PAUD HI dapat d ike lompokkan kedalam 2 kelompok besar 

sesuai dengan us ia anak: 

1. program pengasuhan bersama u n t u k orang t u a dan anak us ia 

lahir - 2 t a h u n ; dan 

2. program PAUD regular u n t u k anak usia 3- 6 t a h u n d i tambah 

kegiatan penting. 

Dana Desa u n t u k pelaksanaan PAUD HI dapat d ia lokasikan u n t u 

kmembiaya i kegiatan sebagai ber ikut : 

1. r a k u n t u k tempat ma inan anak; 

2. ma inan u n t u k anak 0-2 t a h u n u n t u k m e n d u k u n g sensitivitas 

indera,motor ik bahasa, dan sosial-emosional; 

3. ma inan u n t u k anak usia 3-6 t a h u n ; 

4. Karpet u n t u k kegiatan orang t u a dan anak; » 



5. meja dan bangku sesuai u k u r a n anak usia 3-6 t a h u n ; 

6. b u k u - b u k u u n t u k anak 0-6 t a h u n ; 

7. alat pengukuran t inggi dan berat badan anak; dan 

8. b u k u pemantauan pencapaian perkembangan anak ( Instrumendar i 

Pusat). 

9. Kegiatan parent ing u n t u k ibu hami l dan i bu anak us ia 0-6 t a h u n 

10. penggandaan b u k u dan bahan ajar u n t u k orang t u a sesuai yang 

dibahas da lam parent ing; dan 

11 . penggandaan poster-poster terkai t bahan yang d iper lukan. 

12. Makanan tambahan u n t u k anak 6 bu lan - 2 t a h u n dan 3 - 6 

t a h u n sebaiknya d iupayakan memanfaatkan sumber makanan 

local yang ada d i Desa dengan pengaturan pemberian sebagai ber ik 

u t : 

a. makanan tambahan u n t u k anak 6 bu lan - 2 t a h u n d iber ikan 

setiapkegiatan (min imal 2 ka l i da lam sebulan); dan 

b. makanan tambahan u n t u k anak 3-6 t a h u n d iber ikan 

min ima l2ka l i da lam seminggu dengan mel ibatkan orang tua . 

13. Pembuatan atau rehab toilet u n t u k orang dewasa dan anak (dibuat 

secara terpisah) di lengkapi dengan: 

a. sumber air bersih; 

b. pembuangan l imbah yang benar; dan 

c. Sanitasi 

14. tempat cuc i tangan di lengkapi sabun dan h a n d u k bersih; 

15. tempat pembuangan sampah d i ruangan dan pembuangan d i luar 

ruangan; 

16. alat-alat makan yang t idak habis pakai (bukan terbuat dar i 

plastik) ; dan 

17. obat-obatan r ingan P3K. 

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA 

Pelaksanaan keamanan pangan harus d imu la i dar i 

indiv idu,keluarga, hingga masyarakat, termasuk d i perdesaan. Oleh 

karena i t u masyarakat Desa harus meningkatkan kemandi r ian da lam 

menjamin pemenuhan kebu tuhan pangan yang aman u n t u k 

meningkatkan kemandi r ian masyarakat Desa per lu d i laksanakan 

kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan 

pangan yang dapat d i l akukan d i Desa antara la in : 

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 
(KKPD)KKPD yang d i l a t ih dapat berasal dar i ke lompok PKK, Kader 
Pembnagunan Manusa i (KPM), anggota karang ta runa , gu ru d l l . 



KKPD akan bertugas u n t u k me lakukan : 
a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat 
b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan u n t u k penerapan 

cara produks i pangan yang ba ik 
c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan u n t u k membantu 

pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa 
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku 

usaha pangan 
a. Ibu Ramah Tangga 

1) I ndus t r i r u m a h tangga pangan 
2) Kelompok usaha bersama 
3) Pegadang kreat i f lapangan 
4) Penjaja pangan d i k a n t i n sekolah/sentra ku l iner d l l ; 

b. Anak-anak pemuda d l l 
c. Pelaku usaha pangan: 
d. Pelaku usaha r i te l (warung/took/mini market/pasar d i Desa 

3. Pendampingan pada pelaku usaha u n t u k penerapan cara produks i 
pangan yang baik da lam rangka memperoleh iz in edar dar i Badan 
POM/Serti f ikat Produksi Pangan Indus t r i Rumah Tangga (SPPIRT) dar i 
Dinas Kesehatan/Serti f ikat Higiene Sanitasi dar i Dinas Kesehatan 

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang 
beredar d i Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel 
dan rapid test kit) 

5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: 
poster, Zea/2et,spanduk 

E . PELAYANANPENDIDIKANBAGIANAK 

Pendidikan berperan pent ing da lam menciptakan sumber daya 

manus ia (SDM) yang berkual i tas dan dapat member ikan kon t r i bus i 

terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan 

SDM dengan karakter unggul , memi l ik i keahl ian dan keterampi lan, dapat 

menjadi agen perubahan u n t u k pembangunan Desa yang lebih baik. 

Keber lanjutan dan j a m i n a n pendid ikan u n t u k anak d i Desa merupakan 

pendorong u tama u n t u k peningkatan kesejahteraan Desa. 

Dana Desa dapat d igunakan u n t u k m e n d u k u n g kegiatan 

pendid ikan bagi anak-anak, antara la in : 

1. Pembangunan/rehabi l i tasi gedung PAUD sesuai dengan Standar 

PAUDyang d i te tapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangu 

nan/Rehabi l i tas i d iu tamakan bagi Desa yang be lum tersedia layanan 

PAUD; 

2. B a n t u a n Alat Peraga Edukat i f (APE) u n t u k PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ 

/Madrasah non- formal m i l i k Desa; 

3. Sarana dan prasarana taman posyandu, t aman bermain, t aman 

bacaan masyarakat, t aman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat 

bermain tradis ional anak usia d in i . 
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4. B a n t u a n insent i f guru/pembina PAUD/TK/TPA/TK A /TPQ/guru 

taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasil itator pusat 

kegiatan belajar masyarakat 

5. B a n t u a n biaya pelat ihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, 

b ina keluarga bal i ta 

6. Ban tuan biaya operasional penyelenggaraan pendid ikan 

7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, b u k u 

bacaan,peralatan olah raga 

8. Sarana dan prasarana bagi anak p u t u s sekolah, anak j a lanan , 

m a u p u n anak la innya; dan 

9. Peningkatan pengetahuan dan pelat ihan bagi remaja seperti: 

pengembangan sarana produks i pertanian, pengembangan 

pembib i tan u n t u k tanaman, per ikanan, dan/atau perkebunan, 

perbengkelan otomot i f 

sederhana alat bermain tradis ional , sanggar seni dan budaya 

10. Penanganan anak usia 7-18 t a h u n yang t idak sekolah, pu tus 

sekolah,atau t idak me lan jutkan pendid ikan sampai m in ima l jen jang 

pendid ikan menengah u n t u k keluarga m i sk in . 

11 . Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi u n t u k 

memperoleh pendid ikan lan ju tan t ingkat atas a tau pendid ikan t inggi. 

PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN K E S E J A H T E R A A N K E L U A R G A 

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investas i 

Sederhana) 

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi 

rendah adalah kondis i ekonomi keluarga. Menuru t data Badilag 

(2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian 

kedua terbesar d i Indonesia. Dar i 364.163 kasus perceraian, 105.266 

pasut r i menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konf l ik yang 

beru jung perceraian. 

Da lam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama 

pent ing: menambah penghasi lan [income generating) dan mengelola 

keuangan [financial management). Selama i n i sebagian besar program 

d ia rahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek 

mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana k u r a n g 

d iperhat ikan. 
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a. Tu juan U m u m : 

Memfasil i tasi keluarga u n t u k men ingkatkan kesejahteraan 

ekonomi keluarga mela lu i perencanaan keuangan keluarga yang 

baik. 

b. Tu juan Khusus 

1) Membangun paradigma melek f inansial dan investasi 

2) Meningkatkan kemampuan menyusun t u j u a n keuangan 

keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan, 

3) Meningkatkan kemampuan u n t u k menghi tung beberapa dana 

keuangan (kalkulator) : 

a) Dana Pendidikan Anak 

b) Dana Ibadah 

c) Dana Kebutuhan Khusus 

4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis i ns t rumen 

investasi t e rutama Tabungan Emas 

5) Memi l ik i pengatahuan c i r i -c i r i investasi bodong. 

c. Mater i Pelatihan 

1) Melek Finansia l da lam perspekti f agama Is lam 

2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun t u j u a n 

keuangan keluarga (timeline), f inancial check-up 

3) Menghi tung dana-dana pent ing (dana pendid ikan anak, 

dana ibadah, dana pensiun) 

4) Ins t rumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur r is iko investasi 

5) S imulas i menyusun dan menghi tung rencana keuangan 

keluarga 

6) Mengenai c i r i -c i r i investasi bodong 

d. Ben tuk Penggunaan Dana Desa 

1) Pelatihan Kader Desa u n t u k pendampingan pengelolaan 

keuangan keluarga. 

2) Pelat ihanPerempuanKaderDesauntukpendampingan 

pengelolaan keuangan keluarga 

3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi 

sederhana (Umum). 

4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi U n t u k Dana/Tabungan 

Pendidikan Anak 

5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa u n t u k 

pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa. 



2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama 

Perkawinan anak d i Indonesia mas ih menjadi sebuah persoalan 

besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dar i kese luruhan perkawina 

n d i Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan men ikah pada usia 10-14 

t a h u n , sedangkan 42 ,3% perempuan men ikah d i us ia 14-18 t a h u n . 

Selain pengetahuan u m u m tentang kesehatan dan keh idupan 

berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kaw in anak i n i adalah 

pemahaman agama yang kurang c u k u p bagi orangtua, sehingga 

mereka melestar ikan trad is i i n i . Karena i t u , Desa harus me lakukan 

pendekatan ak t i f u n t u k mencegah kaw in anak da lam perspekti f 

agama. 

a. Tu juan 

Meningkatkan pemahaman warga desa u m u m n y a dan 

orangtua pada khususnya mengenai kaw in anak dalam perspekti f 

agama. 

(2) Kelompok Sasaran 

1) Warga desa 

2) Pemuka Agama 

3) Orangtua 

(3) Ben tuk Penggunaan Dana Desa 

1) Pelatihan kader desa u n t u k pencegahan kaw in anak da lam 

perspekti f agama 

2) Penyuluhan bagi orangtua u n t u k pencegahan kaw in anak 

da lam perspekti f agama 

3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak 

dalam perspekti f agama 

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin 

Angka perceraian d i Indonesia terus meningkat . T a h u n 2007, 

angka perceraian mas ih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akh i r 

t a h u n 2017 angka i n i melonjak sampai d i angka 19,7%. Berdasarkan 

berbagai riset, t ingginya angka perceraian i n i d ipengaruhi oleh 

kesiapan perempuan dan lak i - l ak i u n t u k mengelola d inamika 

perkawinannya. U n t u k mengatasi ha l i n i , Desa harus member ikan 

b imbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program i n i saat i n i 

diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, 

sehingga mereka dapat mempersiapkan d i r inya dengan baik, dan juga 

dapat menunda usia men ikah bagi remaja. 



a. Tu juan U m u m 

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan 

pr ibad i dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, 

t e rutama dengan perspekti f agama Islam. 

b. Tu juan Khusus 

1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan 

kematangan pr ibadinj 'a 

2) Men ingkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Is lam 

tentang perkawinan dan keluarga 

3) Meningkatkan kecakapan h idup remaja terkai t manajemen 

d i r i dan manajemen hubungan , serta mengelola konf l ik 

4) Memfasil itasi remaja u n t u k merencanakan perkawinan, 

t e rmasuk kapan mereka akan men ikah . 

c. Mater i 

1) Psikologi Perkembangan & Kematangan Personal 

2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama 

Islam) 

3) Tantangan Kehidupan Keluarga Masa K in i 

4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konfl ik 

5) Merencanakan Perkawinan 

(4) Ben tuk Penggunaan Dana Desa 

1) Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja 

2) Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator) 

3) Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan 

sebaya) 

4) Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya 

4. Pendidikan Keluarga Sakinah 

Bagi warga desa yang telah berkeluarga, men ingkatkan kual i tas 

keh idupan keluarga menjadi pent ing, u n t u k mengurangi berbagai 

problema keluarga, misalnya kekerasan dalam r u m a h tangga, 

percekcokan tanpa hent i , pengabaian anak, dan u jungnya perceraian. 

Desa memfasi l i tasi keluarga Mus l im d i l ingkungan masyarakat Desa 

u n t u k m a m p u mengelola keh idupan keluarganya. 

a. Tu juan U m u m 

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan h idup warga 

u n t u k mengelola keh idupan sehingga t e rwujud keluarga sakinah 

a tau kesejahteraan keluarga da lam perspekti f agama. 



b. Tu juan Khusus 

1) Meningkatkan pemahaman pasut r i tentang pondasi keluarga 

sakinah. 

2) Meningkatkan pemahaman pasutr i tentang perspekti f 

keadi lan da lam keluarga da lam kacamata Is lam 

3) Meningkatkan kecakapan h idup pasut r i tentang psikologi 

keluarga da lam perspekti f agama Is lam 

4) Meningkatkan kecakapan h idup pasut r i u n t u k mengelola 

konf l ik da lam perspekti f 4 pi lar perkawinan sak inah 

5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan h idup pasut r i 

da lam mengasuh anak secara Is lami 

6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan h idup pasut r i 

da lam memenuh i k ebu tuhan keluarga 

c. Mater i 

1) Belajar Rahasia Nikah U n t u k Relasi Sehat 

2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah 

3) Mengelola Konfl ik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah 

4) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah 

5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga 

d. Ben tuk Penggunaan Dana Desa 

1) Pelatihan Keluarga Sakinah u n t u k masing-masing mater i 

pe lat ihan secara berseri. 

2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah 

3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang d i l akukan keluarga 

teladan. 

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN G E L A P 

NARKOBA 

Kegiatan i n i merupakan upaya u n t u k me l indung i masyarakat 

Desadari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat i n i ditengarai 

penyalahgunaandan peredaran gelap Narkoba b u k a n hanya terjadi d i 

kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wi layah perdesaan. 

Oleh karenanya per lu d i l akukan upaya pencegahan, dengan cara 

member ikan informasi kepadamasyarakat Desa tentang bahaya 

penyalahgunaan Narkoba. Dana Desa dapat d igunakan u n t u k 

pencegahan penyalahgunaan narkoba antara la in : 

1. kegiatan keagamaan; 

2. penyuluhan/sosial isasi/seminar tentang bahaya Narkoba; 

3. pagelaran, festival seni dan budaya; 



4. olahraga a tau akt iv i tas sehat; 

5. pe lat ihan relawan, penggiat a tau satgas an t i narkoba; 

6. penyebaran informasi mela lui pencetakan banner, spanduk, bal iho 

poster, a tau brosur/Zeo/Zet; dan 

7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkot ika dan Prekursor Narkot ika (P4GN) dalam 

mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar). 

PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN K E R J A 

Kemisk inan d i Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas 

dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi 

danaset Desa sedara produkt i f . Kebutuhan peningkatan kual i tas dan 

kapasitas sumber daya manus ia masyarakat Desa menjadi k ebu tuhan 

u n t u k mengembangkan Sumber Daya Manusia d i Desa. U n t u k i t u 

Pelatihan kerja dan ket rampi lan bagi masyarakat a tau warga Desa dalam 

pengunaan DanaDesa dengan sasaran antara la in : 

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produkt i f ; 

2. tenaga ke i ja us ia produkt i f ; 

3. kelompok usaha ekonomi produkt i f ; 

4. kelompok perempuan; 

5. ke lompok pemuda; 

6. ke lompok t an i ; 

7. kelompok nelayan; 

8. kelompok pengrajin; 

9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan 

10. warga Desa dan/atau kelompok yang la innya sesuai kondis i Desa 

Terkait peningkatan kual i tas dan kapasitas sumber daya manus ia 

masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat d ipr ior i taskan u n t u k 

pengembangan Ekonomi Desa yang d i fokuskan pada kebi jakan 

p roduk unggulan Desa (prudes) dan p roduk unggulan kawasan perdesaan 

(prukades). Pembelajaran dan pelat ihan yang d ikembangkan, antara la in : 

a. pe lat ihan usaha pertanian, per ikanan, perkebunan, i ndus t r i keci l dan 

perdagangan; 

b. pe lat ihan teknologi tepat guna; 

c. pe lat ihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 

Desa; 

d. pe lat ihan kerja dan ket rampi lan penghidupan [live skilt) bagi 

masyarakat Desa; dan 



e. kegiatan peningkatan kapasitas la innya u n t u k pengembangan dan 

penguatan kebi jakan satu Desa satu produk unggulan yang 

sesuaidengan analisis kebu tuhan dan kondis i Desa yang d i pu tuskan 

da lam musyawarah Desa 

Dana Desa juga dapat d igunakan membiayai pelat ihan bagi warga 

Desa yang akan bekerja d i luar negeri, antara la in : 

a. ke t rampi lan kerja (menjahit, bengkel motor/mobi l , mengelas, 

per tukangan, membat ik , serta u k i r a n dan meubeler); 

(2) penguasaan bahasa asing; 

(3) perpustakaan Desa yang di lengkapi dengan komputer laptop, 

computer desktop dan j a r ingan internet 

PENGEMBANGANDESAINKLUSI 

Desa Ink lus i merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang 

menjad ikan pembangunan Desa bersifat t e rbuka d ikarenakan mengajak 

masuk dan mengikutser takan semua orang dengan berbagai perbedaan 

latar belakang, karakter is t ik , kemampuan , status, kondis i , etnik, budaya 

dan la innya termasuk warga Desa penyandang disabil i tas. 

Desa Ink lus i d i c i r ikan oleh adanya l ingkungan Desa yang bersifat 

ink lus i f d ikarenakan setiap warga Desa merasa aman dan nyaman 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Desa Ink lus i , yang 

t e rbuka bagi semua, t idak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa 

yang memi l i k i k eun ikan dan perbedaan pada umumnya . Desa Ink lus i j uga 

menjadi ruang keh idupan bagi pr ibadi -pr ibadi ind i v idu yang memi l i k i c i r i -

c i r i k h u s u s dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memi l i k i 

perbedaan dalam kemampuan berpikir , cara mel ihat, mendengar, bicara, 

berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan da lam cara membaca, 

menul is dan berh i tung , serta ada juga yang berbeda dalam 

mengekspresikan emosi, me lakukan interaks i sosial dan memusatkan 

perhat iannya. Ind iv idu berc ir i -c ir i k h u s u s dengan perbedaan yang sangat 

menonjol tersebut ia lah orang-orang 3'̂ ang memi l i k i disabil i tas, memi l i k i 

gangguan te r tentu , dan mempunya i k e b u t u h a n khusus . Mereka ada d i 

sekitar k i ta , dan dalam masyarakat i nk lus i , k i t a dengan peran masing-

masing mengikutser takan mereka da lam setiap kegiatan. Jad i , Desa 

Ink lus i adalah kondis i masyarakat Desa yang t e rbuka dan universal serta 

r amah bagi semua, yang setiap anggotanya sal ing mengakui keberadaan, 

menghargai dan mengikutser takan perbedaan. 

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa Ink lus i 

d i l akukan dengan cara mempr ior i taskan kegiatan pembangunan yang 



dibiayai Dana Desa u n t u k dapat d i gunakan oleh setiap warga Desa. 

Beberapa warga Desa seperti orangtua yang lan jut usia, anak-anak keci l 

d i bawah usia sekolah, mereka yang ba ru terkena penyakit s t ruk , mereka 

yang memi l i k i kesul i tan mel ihat , mereka yang berjalan dengan 

menggunakan tongkat a tau k u r s i roda a tau i b u yang sedang hami l merasa 

kesul i tan, t idak aman dan t idak nyaman menggunakan j a l an tersebut. 

Wu jud Desa I n k l u s i adalah pembangunan sarana prasarana d i Desa dapat 

d igunakan oleh warga Desa dengan kebu tuhan khusus . 

Sebagai contoh: Plengsengan/bidang mi r ing yang dibuatsebagai 

upaya aksesibil itas bagi difabel, orangtua, orang saki t agar m u d a h 

mengakses layanan pub l i k d i kantor Desa 

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN 

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus 

m a m p u d iputar oleh Desa secara berke lanjutan agar penggunaan Dana 

Desa dapat menghasi lkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana 

Desa secara berke lanjutan antara la in Dana Desa diswakelola oleh Desa 

dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada d i Desa. U n t u k i t u , 

penggunaan Dana Desa dapat d ipr ior i taskan u n t u k membiayai 

pembentukan dan/atau pengembangan p roduk unggulan Desa (Prudes) 

dan/atau p roduk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Be r iku t 

contoh p roduk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa: 

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan 

Masyarakat Desa d i kawasan pesisir sebagian besar bermata 

pencaharian nelayan tangkap. U n t u k menambah penghasilan keluarga 

nelayan, desa-desa yang berada d i kawasan pesisir dapat menja l in 

kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar 

Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa 

(MAD) u n t u k membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan ya i tu 

dengan cara mengembangkan i n d u s t r i r u m a h a n berupa terasi goreng 

dan abon i kan . 

Desa-Desa menggunakan Dana Desa u n t u k membiayai pe lat ihan 

pengolahan terasi goreng dan abon i kan . Penyelenggaraan pe lat ihan 

dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan 

Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa u n t u k 

membel i mesin-mesin u n t u k pengolahan terasi goreng dan abon ikan 

yang d ih ibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan 

mengelola usaha terasi goreng dan abon i kan . 

Agar d i jamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan 

yang berke lanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang 



usaha utamanya adalah memasarkan hasi l -hasi l i n d u s t r i r u m a h a n 

terasi goreng dan abon ikan . BUMDesa Bersama i n i menjal in 

kerjasama dengan berbagai pedagang d i da lam negeri m a u p u n 

pengusaha ekspor u n t u k memasarkan produk unggulan terasi goreng 

dan abon ikan . 

2. Produsen Benih Tanaman Pangan 

Benih merupakan salah satu u n s u r u tama dalam budidaya 

tanaman. Semakin baik m u t u benih, maka semakin baik pu la 

produksinya. Keberhasilan peningkatan produkt iv i tas usahatan i 

d i t en tukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul b e rmutu . 

U n t u k tanaman pangan, benih be rmutu adalah benih yang 

berserti f ikat. Pada u m u m n y a petani me lakukan usaha budidaya 

t anaman ber tu juan u n t u k memenuhi konsumsi , mela lu i dana Desa 

dapat d iupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen 

benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memi l i k i 

potensi besar u n t u k d ikembangkan sebagai "ben ih" adalah padi, 

j agung dan kedelai d i daerah-daerah sentra produks i benih. 

Dana Desa dapat d igunakan u n t u k : 

a. Pelatihan memproduks i benih unggul ; dan 

b. Pelatihan pemasaran benih unggul ; 

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik 

Desa yang berada d i wi layah pertanian dapat mengembangkan 

p roduk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat 

keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata 

pencahar iannya sebagai petani , berhasi l memanfaatkan pekarangan 

r u m a h dan lahan pertaniannya u n t u k tanaman hias dan tanaman 

obat keluarga serta sayuran dan b u a h organik. Manfaat yang diperoleh 

warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta 

l ingkungan r u m a h yang bersih, sehat, asr i dan nyaman. Desa 

bekerjasama dengan berbagai p ihak seperti paguyuban pedagang 

sayur, BUMDesa, dan supermarket u n t u k memasarkan hasi l usaha 

t anaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan b u a h 

organik. 

4. Usaha Pengolahan Kopi 

Desa-desa yang berada d i dataran t inggi kondis i s u h u udaranya 

rendah. S u h u udara m a k s i m u m adalah 25.02 derajat celcius dan 

s u h u m i n i m u m adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran t inggi 

sangat potensial u n t u k mengembangkan perkebunan kop i arabika. 



Sebab, kop i arabika sangat cocok dengan i k l i m dan cuaca d i dataran 

t inggi . Kopi dapat d i jad ikan produk unggulan kawasan dataran t inggi. 

Penggunaan Dana Desa d ipr ior i taskan u n t u k membiayai 

pengembangan p roduk unggulan kopi . Desa-desa yang berada d i 

kawasan dataran t inggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa 

mela lu i pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang 

secara k h u s u s mengelola kerjasama antar Desa u n t u k pengembangan 

perkebunan kop i d i masyarakat Desa. 

BKAD meminta dukungan dar i Dinas Perkebunan Kabupaten 

u n t u k melat ih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ket rampi lan 

budidaya kopi . Pelatihan budidaya kop i i n i dapat dibiayai Dana Desa. 

Sebab, pengetahuan dan ketrampi lan masyarakat Desa yang 

mencukup i tentang budidaya kop i akan menjadikan r is iko kegagalan 

da lam budidaya kop i menjadi sangat kecil . 

Desa dapat menggunakan Dana Desa u n t u k mengadakan b ib i t 

kop i yang berkual i tas unggul u n t u k dibagikan kepada masyarakat 

Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi . 

Hasi l budidaya kop i dapat d ipasarkan da lam ben tuk bi j i . Namun 

demik ian, u n t u k meningkatkan n i l a i j u a l , hasi l budidaya kop i dapat 

d io lah terlebih d a h u l u sebelum dipasarkan sehingga dapat d i jua l 

da lam ben tuk kemasan siap saji yang berni la i t inggi. 

Pengolahan bi j i kop i u n t u k d ipasarkan da lam bentuk kemasan 

siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang d ibentuk oleh BKAD. 

Modal awal BUMDesa Bersama berasal dar i Dana Desa yang 

d isertakan oleh desa- desa yang menja l in kerjasama antar Desa. 

Bermodal kop i arabika yang kua l i tas t inggi dan pengolahan paska 

panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kop i d i dataran t inggi akan 

menjadi p roduk unggulan kawasan perdesaan. 

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESABERSAMA 

Salah satu mandat Undang-Undang Desa da lah bahwa Desa harus 

berdikar i d i b idang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang 

ada d i Desa. Keberdikarian Desa d i b idang ekonomi akan mempercepat 

penanggulangan kemisk inan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa. Salah satu langkah strategis u n t u k menjadikan Desa berdikar i d i 

b idang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan 

Badan Usaha M i l i k i Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. 

Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa 

d ibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama 



d ibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh 

Desa-Desa yang ter ikat kerjasama antar Desa. 

Penggunaan Dana Desa dapat d ipr ior i taskan u n t u k membiayai Desa 

da lam menyertakan modal d i BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama 

sesuai ke tentuan pera turan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penyertaan anggaran Desa u n t u k modal BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa u n t u k modal BUMDesa adalah 

sebagai ber ikut : 

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa u n t u k modal 

BUMDesa, khususnya d igunakan u n t u k modal membentuk Usaha 

S impan Pinjam (USP). USP i n i menya lurkan p in jaman kepada 

masyarakat dengan bunga rendah dengan j a m i n a n BPKB sepeda 

motor. Ket ika USP sudah berkembang maju , da lam musyawarah 

Desa dapat dibahas dandisepakati penggunaan Dana Desa u n t u k 

pengembangan usaha BUMDesa ya i tu usaha BUMDes Mart . 

BUMDesa Mart adalah min imarke t modern d i Desa yang dikelola 

dengan sistem komputer isas i . 

2. Sebuah Desa yang berada d i pinggiran kota besar dapat 

mendayagunakan Dana Desa u n t u k modal usaha BUMDesa yang 

bergerak d i b idang usaha pengelolaan sampah dan l imbah r u m a h 

tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dar i Dana Desa 

d igunakan u n t u k usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta 

pendayagunaan l imbah minj^ak j e lantah menjadi biodiesel. Usaha 

pembuatan biodiesel dar i m inyak j e l an tah sangat potensial u n t u k 

d ikembangkan karena adanya kebi jakan kemandi r ian energi me la lu i 

pengembangan energi t e rbarukan . Penghasilan dar i pengelolaan 

sampah dan pengolahan l imbah minyak j e lan tah i n i akan menjadi 

sumber pendapat asl i Desa (PADesa). PADesa i n i d idayagunakan 

u n t u k men ingkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti 

pemberian k a r t u sehat oleh Desa, peningkatan gizi ba l i ta d i 

posyandu, a tau penyelenggaraan pelat ihan ket rampi lan kerja bagi 

k a u m m u d a d i Desa. 

3. Desa-desa yang berada d i kawasan i n d u s t r i r u m a h a n konveksi 

(pakaian jadi ) , dapat dapat saling bersepakat u n t u k bekerjasama 

mengembangkan usaha konveksi . Desa-desa yang mengikat 

kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai 

badan pengelola kerjasama antar Desa u n t u k u rusan pengelolaan 

usaha konveksi. BKAD i n i membentuk BUMDesa Bersama yang 

modalnya disertakan oleh setiap Desa yang i k u t da lam kerjasama. 



Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah 

menyediakan bahan baku usaha konveksi , menyediakan kred i t 

mesin-mesin u n t u k usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo 

i n d u s t r i r u m a h a n ke t ingkat nasional m a u p u n ekspor ke luar negeri. 

BUMDesa Bersama i n i da lam meningkatkan kua l i tas p roduk indus t r i 

r u m a h a n konvensi menyelenggarakan pe lat ihan tata busana. 

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA 

Kemajuan perdagangan Desa t u r u t menentukan t ingkat 

kesejahteraan masyarakat desa. Transaksi perdagangan berbagai has i l 

p roduks i usaha ekonomi d i Desa mencerminkan potensi perputaran using 

d i Desa. Ni lai t ambah dar i has i l perdagangan berbagai sektor usaha 

ekonomi d i Desa yang d i ter ima masyarakat Desa member ikan manfaat 

da lam rangka men ingkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

Penggunaan Dana Desa dapat d ipr ior i taskan u n t u k membiayai 

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalah pasar 

tradis ional yang berkedudukan d i Desa dan dikelola serta d ikembangkan 

oleh Desa mela lu i Badan Usaha Mi l ik Desa. Yang d imaksud dengan is t i lah 

pasar tradis ional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda 

yang d imi l ik i/d ike lo la oleh pedagang kecil , pedagang menengah, swadaya 

masyarakat a tau koperasi dengan usaha skala keci l , modal keci l dan 

dengan proses j u a l ber i barang dagangan mela lu i tawar-menawar. 

Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa me l iput i : 

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup b idang 

perdagangan, i n d u s t r i a t aupun jasa; 

2. sebagai ruang pub l i k d ikarenakan pasar Desa sebagai pasar 

tradis ional b u k a n sekedar tempat j u a l beli tetapi juga ruang 

bertemunya warga Desa dalam menja l in hubungan sosial ; dan 

3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asl i Desa; 

Keuntungan dar i pemanfaatan Dana Desa u n t u k pembangunan dan 

pengelolaan Pasar Desa adalah bahwa selain memper temukan antara 

pedagang dan pembeli, Pasar Desa juga berfungsi memotong la junya 

barang pabr ikan dar i luar Desa dan juga para tengkulak yang selama i n i 

menguasai ran ta i pasok. Pasar Desa member ikan dorongan kepada 

masyarakat Desa u n t u k menjadi lebih kreat i f menciptakan berbagai 

p roduk yang memi l ik i n i l a i ekonomis sesuai dengan kebu tuhan lokal . 

Akh i rnya , Pasar Desa akan m e n u m b u h k a n Desa mand i r i d ikarenakan 

warga Desa akan membel i p roduk-produk dar i Desanya sendiri . 



M. PEMBANGUNANEM BUNGDESA TERPADU 

Pembangunan sarana prasarana Desa merupakan salah satu aspek 

yang terpent ing da lam mempercepat la ju p e r tumbuhan ekonomi 

masyarakat Desa. Salah satu c i r i yang menonjol dar i perekonomian 

masyarakat desa adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena i t u , 

ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi d i sektor per tanian 

seperti embung desa menjadi sangat pent ing. 

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air 

berbentuk ko lam/cekungan u n t u k menampung air l impasan, mata air 

dan/atau sumber air la innya u n t u k m e n d u k u n g usaha pertanian dengan 

men ingka tkan Indeks Pertanaman (IP). Embung Desa i n i dapat d ibua t dar i 

pasangan ba tu , bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE 

a tau geomembran. 

Pembangunan Embung Desa merupakan upaya men ingkatkan 

usaha pertanian mela lu i pemanfaatan semaksimal m u n g k i n areal 

pertanian yang te lah ada, ya i tu areal persawahan yang t idak tera l i r i ir igasi 

teknis/tadah hu jan yang pada saat m u s i m kemarau m e m b u t u h k a n 

tambahan air agar dapat tetap produkt i f . Selain i t u fungsi embung dapat 

d ikembangkan sebagai tempat wisata dan b u d i daya per ikanan. 

Pembangunan embung merupakan salah satu program pr ior i tas 

u n t u k dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan Gambar Desain dan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Desa dapat 

d i l akukan oleh Pendamping Desa Tenik In f r a t ruk tu r , adapun pelaksanaan 

pembangunannya menggunakan pola Padat Kar^^a Tuna i oleh Desa 

dengan membentuk T im Pengelola Kegiatan. 

Setelah embung selesai d ibangun, operasional pengelolaannya 

d i l akukan oleh Badan Usaha Mi l ik Desa (BUMDesa). Embung Desa dapat 

d imanfaatkan u n t u k lokasi Desa Wisata m a u p u n usaha per ikanan air 

tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadi 

sumber pendapatan asl i Desa. Sedangkan pemanfaatan embung Desa 

u n t u k per ikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan d i Desa 

serta sumber gizi u n t u k peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak. 

Embung Desa yang d ibangun dengan biaya Dana Desa memi l i k i 

persyaratan teknis sebagai ber ikut : 

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa: 

a. terdapat sumber air yang dapat d i t ampung (air hu jan , a l i ran 

pe rmukaan dan mata air a tau par i t a tau sungai kecil) t idak 

d i i z inkan mengambi l air dar i sa luran ir igasi teknis; 



b. j i k a sumber air berasal dar i a l i ran permukaan, maka pada lokasi 

tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan 

c. volume embung desa yang d i laksanakan d i desa < 16.000 m^, 

a tau dapat member ikan manfaat setara 25 - 200 Ha lahan 

pertanian. 

5. Kr i ter ia Lokasi Pembangunan Embung Desa: 

a. lokasi embung desa d iu tamakan pada daerah cekungan 

tempat mengal irnya a l i ran pe rmukaan saat terjadi hu jan ; 

b. lokasi pembangunan embung desa d iupayakan t idak d ibangun 

pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bi la 

terpaksa d ibangun d i tempat yang porous, maka embung desa 

harus di lapis i mater ia l terpal/geomembran; 

c. embung d ibuat dekat lahan usaha tan i yang d iu tamakan pada 

areal yang rawan terhadap keker ingan, m u d a h u n t u k d ia l i rkan ke 

petak- petak l ahan usaha tan i , d ipr ior i taskan pada desa yang 

berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non ir igasi 

teknis/tadah hu jan , berpotensi u n t u k pengembangan tanaman 

pangan dan palawija; 

d. letak embung yang akan d ibangun t idak ter la lu j a u h dar i sumber 

air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan d ia i r i ; 

e. u k u r a n Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa 

da lam menyediakan area lokasi u n t u k pembangunan embung 

dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang 

menjadi target layanan. 

N. PENGEMBANGAN DESAWISATA 

Hampir bisa d ipast ikan setiap Desa d i Indonesia memi l i k i potensi 

a lamiah dan potensi budaj^a yang t u m b u h dan berkembang d i 

masyarakat, y a k n i keh idupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat 

ist iadat, mata pencaharian dan la innya yang bisa d ikembangkan u n t u k 

menar ik m ina t wisatawan lokal m a u p u n mancanegara datang dan 

ber l ibur d i Desa. 

Dana Desa dapat d imanfaatkan u n t u k membiayai Desa Wisata 

diwi layahnya. I k l i m par iwisata yang kondus i f dapat terc ipta dengan 

membangun dan menyediakan kebu tuhan sarana prasarana desa 

sehingga dapat be rkont r ibus i terhadap peningkatan potensi desa, 

sekaligus sebagai aset desa da lam rangka mempercepat pengembangan 

destinasi wisata d i Desa. 



Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa 

antara la in berupa homestay dan toilet yang berstandar 

nas ional/ intemasional . Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata 

(mengangkat Ars i tektur Tradisional Nusantara dan interaks i dengan 

masyarakat lokal) dan Amanitas (tempat t inggal aman, nyaman dan 

berstandar internasional ) . Dana Desa dapat d igunakan u n t u k 

pengembangan skema konversi dan renovasi r u m a h - t u m a h adat. Dengan 

begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan u n i t kamar yang 

d ikembangkan lebih banyak. Homestay dan Toilet yang d ibangun dengan 

biaya Dana Desa selanjutnya dikelola mela lu i BUMDES. 

Tu juan penggunaan Dana Desa u n t u k membiayai pembangunan 

Desa Wisata adalah: 

1. men ingkatkan perekonomian Desa, 

2. menc iptakan lapangan pekerjaan d i Desa; 

3. mengangkat budaya, keun ikan , keasl ian dan sifat khas desa setempat; 

4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal ; dan 

5. mendorong peningkatan Pendapatan Asl i Desa (PAD) mela lu i 

BUMDES. 

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai 

dar iDana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara la in : 

a. pondok wisata [homestay] yang berstandar nasional/internasional ; 
b. toi let/MCK yang berstandar nasional/internasional ; 
c. k ios cenderamata; 
d. Ruang gant i dan/atau toilet; 
e. Pergola; 
f. Gazebo; 
g. Lampu Taman; 
h. Pagar Pembatas; 
i. panggung kesenian/pertunjukan; 
j . Pusat j a janan kul iner ; 
k. Tempat Ibadah; 
1. Menara Pandang (viewing deck); 
m. Gapura identitas; 
n. wahana permainan anak; 
o. wahana permainan outbound ; 
p. t aman rekreasi; 
q. tempat penjualan t iket ; 
r. angku tan wisata; 
s. t rack ing wisata mangrove; 
t. peralatan wisata snorkel ing dan diving; 
u. papan interpretasi ; 
V . sarana dan prasarana kebersihan; 
w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 
X . internet corner; 
y. Pelatihan pemandu Wisata, Wisata/Pokdarwis dan Pengembangan 

Skema Konversi dan Renovasi r u m a h - r u m a h adat 



O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI T E P A T 

GUNA 

Salah satu u n s u r yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat 

dikelola secara berke lanjutan adalah Dana Desa didayagunakan u n t u k 

pemanfaatan sumber daya alam d i Desa. Contoh sumberdaya a lam yang 

dapat dibiayai antara la in : tanaman, ternak, sumberdaya air, h u t a n , 

sungai, laut , pesisir, pasir, ba tu , embung, tanah dan sumberdaya minera l 

dan energi, dan potensi wisata seperti laut , goa, dan pemandangan alam. 

Pendayagunaan sumberdaya a lam d i Desa dapat menggunakan teknologi 

tepat guna (TTG). Yang d imaksud dengan teknologi tepat guna adalah 

teknologi yang sesuai dengan kebu tuhan masyarakat, dapat menjawab 

permasalahan masyarakat, t idak merusak l ingkungan, dapat 

d imanfaatkan dan dipel ihara oleh masyarakat secara mudah , serta 

menghasi lkan n i l a i t ambah dar i aspek ekonomi dan aspek l ingkungan. 

Contoh-contoh penggunaan Dana Desa u n t u k pendayagunaan 

sumberdaya a lam dan teknologi tepat guna adalah sebagai ber ikut : 

1. Pembangunan Pembangkit L is t r ik Tenaga Mikro Hidro 

Masalah yang dihadapi desa-desa d i pedalaman yang terpenci l 

dan terisolir adalah t idak adanya pelayanan j a r ingan l i s t r ik dar i PLN. 

Namun demikian, bagi desa-desa yang kondis i a lamnya berbuki t -

b u k i t yang di lewati sungai yang a l i ran terus mengalir wa l aupun 

kemarau dapat menggunakan Dana Desa u n t u k membangun 

pembangkit l i s t r ik tenaga mikroh idro (PLTMH). PLTMH adalah 

pembangki tan l i s t r ik d ihas i lkan oleh generator l i s t r ik dengan daya 

keci l yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dar i a l i ran 

sungai yang d ibendung dan d ia l i rkan u n t u k menggerakkan t u r b i n 

yang d ihubungkan dengan generator l i s t r ik . 

Penggunaan Dana Desa u n t u k pembangunan PLTMH antara 

la in u n t u k membiayai pengadaan generator l i s t r ik , membangun 

t u r b i n , membendung sungai, membangun ja r ingan d is t r ibus i l i s t r ik ke 

r u m a h - r u m a h . Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa 

membel i l i s r ik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang 

diperoleh dar i pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada 

satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan l i s t r ik dengan 

memanfaatkan sumberdaya a lam dan teknologi tepat guna, pada sisi 

la innya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dar i usaha 

pengelolaan l i s t r ik Desa. 



2. Kehutanan Sosial 

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. 

Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat 

Desa dapat t u r u t mengelola h u t a n dan mendapatkan manfaat 

ekonomi. Ada l ima skema dalam program perhutanan sosial ya i tu : 

a. H u t a n Desa y a k n i h u t a n negara yang ha l pengelolaannya d iber ikan 

kepada lembaga Desa u n t u k kesejahteraan Desa. 

(2) H u t a n Kemasyarakatan ya i tu h u t a n negara yang pemanfaatan 

u tamanya d i t u j u k a n u n t u k memberdayakan masyarakat setempat. 

(3) H u t a n Tanaman Rakyat ya i tu h u t a n tanaman pada h u t a n produks i 

yang d ibangun oleh kelompok masyarakat u n t u k men ingkatkan 

potensi dan kua l i tas h u t a n produks i dengan menerapkan 

s i l v iku l tur da lam rangka menjamin kelestarian sumber daya h u t a n . 

(4) H u t a n Adat y a k n i h u t a n yang terletak d i da lam wi la tah masyarakat 

h u t a n adat. 

(5) Sistem Kemitraan H u t a n yakn i kerjasama masyarakat setempat 

dengan pengelolaan h u t a n , pemegang iz in usaha pemanfaatan (lUP) 

h u t a n , jasa h u t a n , iz in p in jam paka i kawasan h u t a n a tau 

pemegang iz in usaha industry pr imer has i l h u t a n . 

Da lam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa 

dan/atau warga masyarakat Desa d i sekitar h u t a n u n t u k mengajukan 

hak pengelolaan area h u t a n kepada pemer intah. Setelah d ise tu ju i maka 

Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambi l manfaat 

dar i h u t a n dengan cara-cara yang ramah l ingkungan. Dengan cara i n i 

maka masyarakat akan mendapatkan insent i f berupa d u k u n g a n teknis 

dar i pemer intah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang 

mereka a jukan. Hasi l panen dar i perkebunan i n i dapat kemud ian d i jua l 

oleh masyarakat demi pemenuhan kebu tuhan ekonominya sehari-

har i .Dana Desa dapat d ipr ior i taskan u n t u k membiayai kegiatan 

pe rhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa d igunakan u n t u k membiayai 

usaha ekowisata yang d ia rahkan u n t u k menggerakan roda perekonomian 

warga Desa. 

2. Pengolahan Air M i n u m 

Bagi Desa yang mempunya i sumberdaya air, ba ik air gunung , a ir 

sunga i ,maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa 

untukmengo lahair tersebut menjadi air bersih dan air m i n u m . Air bersih 

yang sudah diolahdengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat 

d i gunakan u n t u k m a n d i , cuci , kakus (MCK) u n t u k memenuh i k ebu tuhan 

seharihar imasyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung 



atau air sungai menjadi air bersih dan air m i n u m dapat d i l akukan dan 

dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara professional 

3. Pengolahan Pasca Panen 

Sumberdaya a lam Desa sangat mel impah, te rutama has i l 

pertanian, perkebunan, per ikanan laut dan darat, m a u p u n has i l 

hutannya . Pengolahan paska panen oleh masyararakat mas ih 

menemukan kendala, sehingga hasi l panen pertanian, perkebunan, 

per ikanan l au t dandarat m a u p u n has i l h u t a n banyak d i jua l langsung 

oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga ku rang member ikan n i l a i 

t ambah bagi masyarakat. Dana Desa bisa d imanfaatkan u n t u k ban tuan 

pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa d igunakan u n t u k 

mendorong produkt i f i tas masyarakat mela lu i pengolahan paska panen, 

seperti; a lat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat 

pengolahan ikan , alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi , a lat 

penyul ing daun cengkeh dan la in sebagainya 

4. Teknologi Tepat Guna u n t u k Pengrajin 

Produkti f i tas masyarakat Desa per lu didorong sebaik m u n g k i n , 

banyak masyarakat yang mempunya i kemampuan keraj inan tangan 

(handj/c/o/)'),misalnya pengrajin bambu j a d i baku l , bambu j a d i sofa, 

pengrajin mebel,kusen, u k i r a n dan la in sebagainya, ada juga pengraj in 

gerabah yang per lu di lestra ikan dan d ikembangkan. Pengrajin yang ada 

d i masyarakat Desa biasanya sudah ter la t ih dan bertahan lama, sudah 

teru j i sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa,sehingga per lu 

mendapat perhat ian dar i pemer intah Desa u n t u k mengembangkan 

usaha mereka, me la lu i ban tuan pengadaan teknologi tepat guna yang 

d i b u t u h k a n oleh pengrajin tersebut, seperti alat uk i r , a latpahat, alat 

cetak dan alat la in yang d i b u t u h k a n masyarakat pengrajinDesa. 

PENGENDALIAN PERUBAHAN I K L I M MELALUI MITIGASI DAN 

ADAPTASI 

Upaya mengatasi dampak perubahan i k l i m dan menjaga temperatur 

b u m i agar t idak meningkat d i l akukan dengan cara melaksanakan 

kegiatan pengendalian perubahan i k l i m mu la i dar i Desa. Pengendalian 

perubahan i k l i m tersebut t idak terlepas dar i kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa. 

Perubahan i k l i m berdampak pada keh idupan manusia , t e rmasuk 

masyarakat Desa. Kenaikan s u h u dapat mengubah sistem i k l i m yang 

mempengaruhi berbagai aspek pada a lam dan keh idupan manusia , seperti 

h u t a n , pola pertanian, kual i tas dan kuant i t as air, habi tat , wi layah pesisir 

dan ekosistem la innya serta kesehatan. Sebagai contoh, h u t a n merupakan 



sumber makanan , kayu , dan produk has i l h u t a n non-kayu. Hu tan juga 

membantu menghambat erosi tanah, meny impan pasokan air, r u m a h bagi 

banyak hewan dan tanaman l iar serta mikroorganisme. Perubahan i k l i m 

dapat menyebabkan kondis i h u t a n m e m b u r u k dengan banyaknya pohon 

yang ma t i karena keker ingan atau kebakaran h u t a n yang pada akh i rnya 

menyebabkan kondis i h u t a n m e n u r u n da lam menghasi lkan makanan dan 

p roduk h u t a n la innya, m e n u r u n da lam menghambat erosi, m e n u r u n 

da lam meny impan air, dan Ia in- la in. Selanjutnya masyarakat yang 

bergantung pada hasi l h u t a n juga m e n u r u n pendapatannya. 

Contoh la in , kenaikan s u h u , meningkat a tau menurunnya curah 

hu jan , meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca 

eks t r im member i t ekanan pada masyarakat yang mengandalkan 

pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan per ikanan 

(tangkap m a u p u n budidaya). Beberapa w u j u d dampak yang u m u m 

dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas 

produks i , gagal tanam/panen, perubahan pola t anam atau berkurangnya 

ha r i melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan 

terjadinya perubahan i k l i m . Tidak hanya i t u , dampak i ku tannya adalah 

p e n u r u n a n pendapatan. Desa merupakan tempat l u m b u n g produks i 

pangan. J ikapasokan pangan berkurang, akan berdampak pada 

ketahanan pangan lokal bahkan nasional . 

Selain i t u , tekanan perubahan i k l i m juga berpotensi men imbu lkan 

bencana. Berbagai ancaman yang u m u m menjadi gangguan 

pembangunan desa seperti banj ir , longsor, kekeringan, angin kencang dan 

gelombang t inggi. Upaya pengendalian perubahan i k l i m per lu d ia rahkan 

pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana 

sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat da lam 

penerapan pola h i dup rendah emisi gas r u m a h kaca (GRK). 

GRK merupakan salah satu sumber u t ama penyebab pemanasan 

global yang dapat berakibat pada perubahan i k l im . Dun i a saat i n i sedang 

me lakukan berbagai upaya yang dapat d i l akukan mengurangi emisi gas 

r u m a h kaca dan dampak yang d iak iba tkan terhadap l ingkungan h idup 

manusia . Pengendalian perubahan i k l i m d i l akukan dengan cara 

melaksanakan kegiatan mit igasi dan/atau adaptasi perubahan i k l i m . 

Upaya mit igasi dan/atau adaptasi perubahan i k l i m sangat pent ing 

d imu la i pada t ingkat Desa d ikarenakan sebagian besar masyarakat Desa 

bekerja d i sektor per tanian yang sangat rentan terhadap dampak 

perubahan i k l i m . 



Mitigasi perubahan i k l i m d i Desa adalah upaya u n t u k m e n u r u n k a n 

t ingkat emisi GRK d i l ingkungan Desa. Kegiatan mit igasi perubahan i k l i m 

merupakan serangkaian kegiatan yang d i l akukan dalam upaya 

m e n u r u n k a n t ingkat emisi gas r u m a h kaca sebagai ben tuk upaya 

penanggulangan dampak perubahan i k l im . Pada pr ins ipnya penggunaan 

Dana Desa u n t u k mit igasi perubahan i k l i m skala Desa per lu 

mempert imbangkan kondis i dan karakter is t ik Desa. Sebagai contoh u n t u k 

Desa yang rawan kebakaran h u t a n , dana Desa dapat d igunakan u n t u k 

men ingkatkan kapasitas pemer intah Desa, BPD dan masyarakat Desa 

agar m a m p u secara mand i r i me lakukan pencegahan dan pengendalian 

kebakaran h u t a n dan lahan serta m a m p u me lakukan penerapan 

pertanian tanpa lahan bakar. 

Kegiatan adaptasi perubahan i k l i m d i Desa adalah upaya u n t u k 

men ingkatkan kemampuan masyarakat Desa u n t u k menyesuaikan d i r i 

terhadap perubahan i k l i m dan dampak yang d i t imbu lkannya dengan 

mempert imbangkan skala pr ior i tas berdasarkan sumberdaya yang d i m i l i k i 

dan karekter is t ik Desa. 

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang 

rentan terhadap perubahan i k l i m termasuk bagian dar i adaptasi 

perubahan i k l i m . Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi d i Desa per lu 

d ia rahkan pada upaya mit igasi dan adaptasi seperti per tanian u n t u k 

ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan 

i k l i m , dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan 

varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon. 

Ben tuk-ben tuk mit igasi dan adaptasi perubahan i k l i m bisa berbeda 

antara satu Desa dengan Desa la in , bergantung pada dampak perubahan 

i k l i m yang d ihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin 

keber lanjutan keh idupan dan kesejahteraan masyarakat desa da lam 

jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat d ipr ior i taskan pada 

kegiatan- kegiatan mit igasi dan adaptasi perubahan i k l i m , me l iput i antara 

la in : 

1. Kegiatan mit igasi perubahan i k l i m mela lu i program REDD+ 

Salah satu mit igasi perubahan i k l i m adalah mela lu i program 

REDD+ /Reduction of Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation a tau Pengurangan Emis i dar i Deforestasi dan Degradasi 

Hu tan , d i tambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hu tan 

Berkelanjutan, dan Peningkatan Stok Karbon. 

Dana Desa dapat d igunakan u n t u k membiayai kegiatan 

penyiapan kegiatan REDD+ seperti peningkatan ka j^s i t as 



masyarakat dan pemerintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan 

perencanaan kegiatan REDD+ d i t ingkat Desa. Selain i t u , j u ga dapat 

d i gunakan u n t u k kegiatan aksi REDD+ yang d i laksanakan sejalan 

dengan kegiatan pembangunan h u t a n Desa, h u t a n kemasyarakatan, 

h u t a n adat, h u t a n tanaman rakyat , dan upaya pengendalian 

kebakaran h u t a n dan lahan. 

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 

dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa me l iput i : 

a. Pembangunansarana-prasaranapelestar ianl ingkunganhidup, 

antara la in : 

1) perbaikan lahan yang rusak mela lu i kegiatan membuat 

h u t a n Desa yang dikelola secara berkelanjutan; 

2) pembangunan s u m u r bo r/sumur pompa dan pengelolaan 

lahan gambut pada wi layah yang rawan kebakaran h u t a n ; 

3) pengembangan wisataberbasissumberdayaDesa 

(ekowisata) sebagai upaya pengelolaan h u t a n Desa secara 

berke lanjutan; 

4) me lakukan penghi jauan, pengkayaan tanaman h u t a n , 

praktek wanatan i [agroforestry); 

5) pembuatan r u m a h b ib i t t anaman berkayu dan MPTS; 

6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; 

7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan 

8) d u k u n g a n penguatan sarana dan prasarana pengendalian 

kebakaran h u t a n dan lahan u n t u k kelompok Masyarakat 

Peduli Api sebagai upaya pengelolaan h u t a n desa yang 

berkelanjutan. 

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan l imbah dan 

sampah antara la in : 

1) penyediaan tempat sampah u n t u k pewadahan dan 

pemi lahan sampah organik dan anorganik; 

2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair; 

3) pembuatan IPAL/SPAL k o m u n a l yang di lengkapi 

dengan peralatan penangkap gas metan; 

4) pengadaan alat angkut sampah; 

5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara; 

6) peralatan pengolahan j e rami padi ; dan 

7) pengadaan a la tuntukpemanfaatansampah/l imbah (mis: 

c. pembangunan sarana prasarana energi t e rbarukan antara4a in 

pembuatan p u p u k organik, mesin cacah, dll). 



1) pembangunan pembangkit l i s t r i k tenaga mikro h idro 

(PLTMH); 

2) pendayagunaan teknologi tepat guna u n t u k l i s t r i k tenaga 

surya, dan/atau tenaga angin; 

3) instalasi pengolahan l imbah per tanian dan peternakan 

u n t u k biogas; 

4) instalasi biogas dar i sampah r u m a h tangga; dan 

5) peralatan pengolahan l imbah minyak goreng u n t u k biodiesel. 

d. KegiatanpemberdayaanmasyarakatDesauntukpelestar ianl ingkung 

an h i d u p dan pengendalian perubahan i k l i m , antara la in : 

1) penyu luhan dan pelat ihan masyarakat Desa tentang 

program REDD+; 

2) pengembangansisteminformasidanpenangananpengaduan 

berbasis masyarakat u n t u k pelaksanaan REDD+; 

3) patro l i kawasan h u t a n Desa; 

4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa u n t u k m a m p u 

menjaga kawasan h u t a n dar i praktek ilegal loging. 

5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa u n t u k me lakukan 

pelestarian l ingkungan h i d u p d i h u t a n Desa; 

6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa u n t u k pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran h u t a n dan lahan: 

7) pel ibatan masyarakat da lam per l indungan, pengawetan dan 

pemanfaatan sumberdaya a lam hayat i yang ada d i wi layah 

Desa; dan 

8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa u n t u k penggun 

aan p u p u k organik. 

Kegiatan adaptasi perubahan i k l i m 

Kegiatan adaptasi perubahan i k l i m d i t ingkat tapak yang dapat 

dibiayai Dana Desa me l iput i antara la in : 

a. pembangunan sarana prasarana u n t u k perbaikan kondis i yang 

m e n d u k u n g terbangunnya ketahanan i k l i m mencakup ketahanan 

tenur ia l , pangan, air dan energi t e rbarukan yang dikelola secara 

mand i r i oleh masyarakat desa, dengan kegiatan antara la in : 

1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air h u j a n 

u n t u k men ingkatkan cadangan air pe rmukaan/tanah ; 

2) pembuatan in f r as t ruk tur bangunan u n t u k me l indung i dan 

konservasi mata a i r/sumber air bersih; 

3) pembuatan r u m a h b ib i t u n t u k pengembangan varietas 

unggul yang adapti f terhadap perubahan i k l i m ; 



4) pengadaan peralatan/sarana u n t u k mengopt imalkan pemanf 

aatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, per ikanan, 

peternakan 

5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air; 

6) pengadaan sarana/prasana u n t u k pengembangan mata 

pencaharian a l t emat i f yang t idak sensiti f i k l i m ; 

7) pembuatan kebun h o l t i k u l t u r a bersama; 

8) perbaikan l ingkungan agar t idak terjadi genangan air yang 

dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkai t i k l i m ; dan 

9) pengadaan peralatan/sarana u n t u k mencegah terbentuknya 

j en t ik - j en t ik n y a m u k pada ko lam penampung air. 

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa u n t u k perbaikan 

kondis i yang mendukung terbangunnya ketahanan i k l i m , antara 

1) peningkatan kapasitas masyarakat u n t u k mengakses dan 

memanfaatkan layanan informasi cuaca dan i k l i m da lam ben 

t u k sekolah lapang dan / a tau model pe lat ihan masyarakat 

yang la innya; 

2) pelat ihan s imulas i tanggap bencana hidrometeorologis 

seperti banj ir , longsor, banj ir bandang; 

3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas 

pertanian/perkebunan u n t u k diversif ikasi mata pencaharian 

yang lebih t idak sensiti f i k l i m ; 

4) pe lat ihan t ekn ik budidaya per ikanan, peternakan, pertanian 

inovat i f dan adapti f perubahan i k l im ; dan 

5) pe lat ihan pengendalian vektor penyakit terkai t i k l i m , 

misalnya: pencegahan demam berdarah mela lu i pemantauan 

sarang n y a m u k serta pelaksanaan 3M (menguras, m e n i m b u n 

dan menutup ) . 

3. Gabungan aks i mit igasi - adaptasi pengendalian perubahan i k l i m dan 

pengurangan r is iko bencana terka i t perubahan i k l i m 

Pengendalian perubahan i k l i m dapat d i laksanakan dengan cara 

menterpadukan kegiatan adaptasi dan mit igasi perubahan i k l i m 

secara berke lanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan 

antara adaptasi dengan mit igasi perubahan i k l i m adalah Program 

Kampung I k l i m (Proklim), yang d i laksanakan dengan t u j u a n u n t u k 

men ingkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak 

perubahan i k l i m dan mendorong kon t r i bus i masyarakat da lam upaya 

p e n u r u n a n emisi gas r u m a h kaca dengan menerapkan pola h i d u p 

l a in : 



rendah emisi karbon. Pelaksanaan Prokl im d iharapkan dapat 

member ikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi r is iko bencana 

hidrometeorologi. 

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam 

kerangka Prokl im yang dapat dibiayai oleh dana desa me l iput i : 

a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana pengura 

ngan emisi karbon dan r is iko bencana terkai t perubahan i k l i m , 

antara la in : 

1) pembuatan/perbaikan par i t d i area rentan banjir ; 

2) pengadaan peralatan pengendali banj ir ; 

3) pembuatan t a lud dan bangunan pe l indung abrasi panta i ; 

4) pembuatan tanggul pemecah ombak; 

5) pembelian b ib i t dan penanaman bakau; 

6) penanaman d i lereng atau dengan s t r u k t u r beton penahan 

longsor (plengsengan); 

7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan 

sampah sementara; 

8) pengadaan alat untukpemanfaatansampah/l imbah (mis: 

pembuatan p u p u k organik, mesin cacah); 

9) rehabi l i tas i/re lokas ipemukimanpenduduk d i kawasan rawan 

longsor; dan 

10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti 

r ambu evakuasi, sistem peringatan d i n i berbasis 

masyarakat. 

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa u n t u k pengurangan 

emisi karbon dan bencana a lam d ikarenakan perubahan i k l i m , 

antara la in : 

1) penyusunan rencana adaptasi dan mit igasi perubahan i k l i m ; 

2) pelat ihan kelompok masyarakat ProKlim; 

3) penyusunan rencana tanggap bencana; 

4) pe lat ihan relawan tanggap bencana; 

5) sosialisasi dan s imulas i bencana; dan 

6) pe lat ihan pengelolaan sampah mand i r i . 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM 

Bencana a lam bagi masyarakat Desa sangatlah merug ikan. Selain 

men imbu lkan korban j iwa , bencana a lam juga men imbu lkan kerugian 

mater ia l bahkan dapat menghi langkan se luruh kekayaan warga Desa yang 

terkena bencana a lam. Wilayah Indonesia te rmasuk wilayaljr perde 



rawan bencana a lam seperti: banjir, gempa b u m i , t sunami , m a u p u n 

longsor. Masalah yang sering m u n c u l adalah bahwa masyarakat Desa 

t idak mencukup i pengetahuannya da lam menghadapi bencana m a u p u n 

menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa seringkal i 

ket idak siapan da lam menghadapi bencana a lam sehingga mengalami ber 

bagai macam kerugian ba ik i t u nyawa, mater i m a u p u n kerugian mater i l . 

Penggunaan Dana Desa dapat d igunakan u n t u k penanggulangan 

bencana a lam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana 

t anah longsor dapat menggunakan Dana Desa u n t u k membiayai 

pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor mela lu i 

kegiatan-kegiatan antara la in : 

1. Penggunaan Dana Desa u n t u k membiayai Pencegahan Bencana 

mela lu i peringatan d i n i [early warning system) y a i tu : 

a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan; 

b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wi layah Desa yang 

rawan tanah longsor; 

c. pembuatantandakhususbatasanlahan yang boleh 

d i j ad ikanpermukiman; 

d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing; 

e. me lakukan reboisasi pada h u t a n yang pada saat i n i da lam 

keadaan gundu l , menanam pohon - pohon penyangga dan 

me lakukan panghi jauan pada lahan- lahan terbuka; 

f. membuatteraser ingatausengkedanpadalahanyangmemil iki 

kemir ingan yang relat i f curam; 

g. membuatsa luranpembuangana i rmenurutbentukpermukaan 

tanah ; 

h . membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda 

peringatan j i k a ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan 

i . pe lat ihan masyarakat Desa u n t u k m a m p u menye lamtkan d i r i j i k a 

terjadi bencana tanah longsor. 

2. Penggunaan Dana Desa u n t u k membiayai pemul ihan setelah 

ter jadinya bencana t anah longsor, antara la in : 

a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian 

para pengungsi seperti tenda-tenda darurat ; 

b. menyediakan dapur-dapur u m u m ; 

c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan 

d. penanganan t r a u m a pasca bencana bagi para korban. 



KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM 

Bencana a lam disebabkan oleh perist iwa a lam seperti gempa b u m i , 

t sunami , gunung meletus, banj ir , kekeringan, dan tanah longsor. Bencana 

a lam bagi masyarakat Desa bukan l ah perist iwa yang m u d a h u n t u k 

d iperk i rakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana a lam d i l akukan 

kegiatan tanggap darurat . Dana Desa dapat d igunakan u n t u k membiayai 

Kegiatan Tanggap Darura t Bencana A lam dengan ketentuan sebagai 

ber ikut : 

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darura t yang dapat dibiayai mela lu i APBDes: 

a. Keadaan Bencana 

1) Pengorganisasiankelompokmasyarakatuntukpenyelamatan 

mand i r i 

2) Pelatihan keterampi lan paska bencana 

(2) Keadaan Darura t 

1) Menyediakan MCK k o m u n a l sederhana 

2) Pelayanan kesehatan 

3) Menyiapkan lokasi pengungsian 

4) Menyediakan obat - obatan selama d i pengungsian, seperti : 

m inyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, 

obat diare, oral i t d l l . 

(3) Keadaan Mendesak 

(1) Member ikan pertolongan pertama 

(2) Peny ediaanpenampungan sementara(Pos 

pengungsian / Shelter) 

(3) Penyediaan dapur u m u m 

(4) Penyediaan MCK darura t 

(5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, te rmasuk 

pengaturan d is t r ibus inya 

(6) Menyiapkan kebu tuhan khusus u n t u k kelompok : 

perempuan , anak-anak, bayi, bal i ta, lansia, k a u m difabel 

dan kelompok rentan la innya 

(7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan d u k u n g a n keamanan lokasi 

terdampak bencana 

(8) Menerima dan menya lurkan ban tuan 

(4) B a n t u a n Langsung Tuna i Dana Desa (BLT-Dana Desa) 

a. Sasaran penerima B a n t u a n Langsung Tuna i (BLT) adalah keluarga 
m i s k i n non PKH/Bantuan Pangan Non Tuna i (BPNT), n o n Kar tu 
Prakerja antara la in : 



1) Calon penerima BLT-DD adalah keluarga m i s k i n (KK) yang 
terdapat da lam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
yang kehi langan mata pencaharian; 

2) Be lum terdata {exclusion error); dan 
3) Mempunya i anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kron is . 

b. Mekanisme Pendataan 
1) Pendataan d i l akukan oleh Relawan Desa lawan COVID-

19; 
2) Pendataan terfokus m u l a i dar i D u s u n dan Desa; 
3) J i k a d i t emukan keluarga m i s k i n tetapi t idak masuk 

d ida lam DTKS, tetap dapat mener ima BLT-DD 
selanjutnya. Data Penerima BLT-DD yang ba ru i n i 
d iu su lkan masuk dalam pemutakh i ran DTKS sesuai 
ke tentuan yang ber laku 

4) Calon penerima BLT-DD harus memi l ik i Nomor I n d u k 
Kependudukan (NIK); 

5) Hasi l pendataan sasaran keuarga m i sk in d i l akukan 
Musyawarah Desa khusus/Musyawarah ins ident i l 
d i laksanakan dengan agenda tunggal, ya i tu val idasi dan 
f inalisasi data 

6) Penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang 
d i tuangkan da lam berita acara dan d i tanda tangani oleh 
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD); dan 

7) Dokumen has i l pendataan diverif ikasi d i t ingkat Desa, 
selanjutnya Dokumen penetapan keluarga penerima BLT-
DD di laporkan oleh Kepala Desa mengetahui Camat 
kepada Bupa t i mela lu i Camat u n t u k mendapatkan 
pengesahan dan dapat d i laksakan kegiatan BLT-Dana 
Desa da lam w a k t u selambat- lambatnya 5 (lima) ha r i kerja 
per tanggal d i ter ima d i kecamatan. 

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran 
1) Metode perh i tungan penetapan j u m l a h penerima manfaat BLT 

Dana Desa meng ikut i r u m u s : 
a) Desa penerima Dana Desa k u r a n g dar i Rp 

800.000.000 (delapan ra tus j u t a rupiah) 
mengalokasikan BLT-Dana Desa maks imal sebesar 
2 5 % (dua p u l u h l ima persen) dar i j u m l a h Dana 
Desa. 

b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan 
ra tus j u t a rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 
(satu mi l iar dua ra tus j u t a rupiah) mengalokasikan 
BLT-Dana Desa maks imal sebesar 3 0 % (tiga p u l u h 
persen) dar i j u m l a h Dana Desa. 

c) Desa penerima Dana Desa lebih dar i Rp 
1.200.000.000 (satu mi l iar dua ra tus j u t a rupiah) 
mengalokasikan BLT-Dana Desa maks imal sebesar 
3 5 % (tiga p u l u h l ima persen) dar i j u m l a h Dana Desa. 

d) Khusus desa yang j u m l a h keluarga m i sk in lebih 
besar dar i anggaran yang d ia lokas ikan dapat 
menambah alokasi setelah mendapat persetujuan 
Bupat i . 

2) Penyaluran d i laksanakan oleh pemerintah desa dengan 
metode Tuna i (cash) setiap bu lan , dengan cara penyaluran 



mela lu i rekening Bendahara Desa dan selanjutnya d ibayarkan 
secara t u n a i kepada penerima manfaat BLT dengan meng ikut i 
protokol Kesehatan lawan Covid 19. 

d . Jangka w a k t u dan besaran pemberian BLT-Dana Desa 
1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bu lan t e rh i tung 

sejak Mei 2020; dan 
2. Besaran BLT-Dana Desa per bu lan sebesar Rp 

600.000,00 (enam ra tus r i b u rupiah) per keluarga u n t u k 
3 (tiga) b u l a n pe r t ama (Mei, J u n i d a n J u l i ) ; 

3. Besaran BLT D a n a Desa per b u l a n sebesar Rp 
300 .000 ,00 (tiga r a t u s r i b u rup iah ) per ke luarga 
u n t u k 3 (tiga) b u l a n b e r i k u t n y a (Oktober, 
November, dan Desember) ; 

4. Besaran BLT D a n a Desa per b u l a n sebesar Rp 
300 .00 .00 (tiga r a t u s r i b u rup iah ) per ke luarga 

5. B L T D a n a Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a p o i n 3 
(tiga), d a p a t d i s a l u r k a n 1 (satu) b u l a n 2 (dua) b u l a n 
3 (tiga) s epan jang D a n a Desa T a h u n A n g g a r a n 2 0 2 0 
m a s i h t e r sed ia ; 

6. K e l u a r g a P e n e r i m a M a n f a a t (KPM) B L T D a n a Desa 
s e b a g a i m a n a d i a t u r d a l a m p o i n 3 (tiga) m e n g i k u t i 
d a t a K P M s e b e l u m n y a k e c u a l i d i u b a h m e l a l u i 
M u s y a w a r a h Desa K h u s u s ; d a n 

7. B e r d a s a r k a n p e n a m b a h a n j a n g k a w a k t u 
p e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a n g k a 1 , 
k e t e n t u a n B L T D a n a D e s a s e b a g a i m a n a 

e. Moni tor ing dan Evaluasi d i laksanakan oleh: 
1. Badan Permusyawaratan Desa; 
2. Camat; dan 
3. Inspektorat Kabupaten. 

f. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 

Pembangunan Desa 

Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) 

Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) 

Tahun 2020 yang d i te tapkan dengan Peraturan Desa sebelum 

terjadinya bencana alam, d i l akukan langkah sebagai b e r i k u t : 

a. Perubahan RKPDesa 

1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa u n t u k membiayai 

Kegiatan Tanggap Darurat , me lakukan perubahan RKP Desa 

Tahun 2020; 

2) Perubahan RKP Desa d imu la i dengan me lakukan 

perh i tungan kebu tuhan kebencanaan dar i Dana Desa 2020; 

3) Perhitungan u lang d i l akukan dengan refokusing a tau 

mengurangi j u m l a h kegiatan sebanyak - banyaknya 5 (lima) 



kegiatan, sehingga d ipast ikan dapat memenuh i k e b u t u h a n 

anggaran u n t u k pemenuhan kebu tuhan masyarakat d i 

wi layah yang terkena dampak bencana a lam; 

4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati da lam 

musyawarah Desa; 

5) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 d i susun oleh Kepala Desa 

d iban tu oleh T im Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan 

berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan 

Desa; 

6) Rancangan perubahan RKP Desa yang d i susun oleh Kepala 

Desa dan t i m penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan 

disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan u n s u r masyarakat 

Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(MusrenbangDesa); 

7) Hasi l kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan 

Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan 

BPD u n t u k menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa 

Tahun 2020 Perubahan. 

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020 

1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, 

n a m u n d i l akukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 u n t u k 

kepentingan tanggap darura t bencana alam, wajib 

me lakukan perubahan APBDesa t a h u n 2020; 

2) Kepala Desa dan BPD me lakukan perubahan APBDesa 

Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa 

tentang RKP Desa 2020 Perubahan; 

3) Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa 

t a h u n 2020 u n t u k direview oleh Bupat i/Wal ikota sesuai 

peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; 

4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 

sudah d isetuju i Bupat i/Wal ikota , maka Kepala Desa dan 

BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa t a h u n 

2020 Perubahan. 

SISTEMINFORMASIDESA 

Salah satu kegiatan yang menjadi pr ior i tas da lam penggunaan Dana 

Desa d i b idang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan 

pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) mela lu i pengembangan 

kapasitas dan pengadaan apl ikasi perangkat l u n a k {software) dan 

perangkat keras (hardware) komputer u n t u k pendataan dan penyebaran 



in formasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 

dikelola secara terpadu. 

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dar i sumber 

penerimaan dalam APBDesa t idak bisa di lepaskan dar i proses 

perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang 

terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kual i tas h idup manusia , 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan 

kemisk inan harus d i d u k u n g oleh ketersediaan data dan informasi yang 

faktua l dan val id sebagai salah satu inputnya . Begitu juga pembangunan 

desa yang d i l akukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

m a u p u n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan 

kondis i/keadaan desa yang faktual . Keterpaduan perencanaan 

pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau 

pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebi jakan Satu Desa. 

Dana Desa dapat d igunakan u n t u k membiayai penyusunan dan 

pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID 

sebagaimana d imaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa ha l yang 

menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai ber ikut : 

1. D i l akukan dar i , oleh dan u n t u k masyarakat; 

2. Ada proses rekonf irmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktua l 

dan val id ; 

3. Data bersifat m ik ro dengan by name, by address sehingga 

perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran; 

4. Data dan informasi yang d ihas i lkan oleh SIPBM dapat dibahas 

sebagai salah satu referensi u n t u k melengkapi has i l pengkajian 

keadaan Desa da lam menyusun rencana kerja pembangunan Desa. 

SID yang berbasis masyarakat te rd i r i dar i beberapa tahapan 

kegiatan, d isamping pengadaan software dan hardi farenya, sebagai 

ber ikut : 

1. Peningkatan kapasitas T im Pendata yang d i r ekrut dar i masyarakat 

Desa; 

2. Pendataan oleh T im Pendata; 

3. Peningkatan kapasitas T im Operator Entry Data yang d i r ek ru t 

dar i masyarakat Desa; 

4. Proses entry data, cleaning data, rekonf irmasi data dan analisis data; 

5. Pengelolaan data dan u p dat ing data; 

6. Publ ikasi data dan informasi ; 

7. D l l 



Publ ikasi data pembangunan Desa mela lu i SID dapat d imanfaatkan 

oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu 

dasar da lam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara 

t ransparan partisipati f , terpadu dan akuntabe l . 

PENGEMBANGANKETERBUKAANINFORMASIPEMBANGUNANDESA 

Keterbukaan informasi pembangunan Desa d i l akukan dengan 

cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. 

Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya u n t u k memperkenalkan 

dan menyebar luaskan informasi tentang ke tentuan peraturan perundang-

undangan tentang pembangunan Desa m a u p u n informasi tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. 

Informasi pembangunan Desa disebar luaskan kepada masyarakat 

Desa yang me l iput i : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pendid ikan, kelompok t an i , kelompok nelayan, kelompok peraj in, kelom

pok perempuan, dan kelompok masyarakat m i s k i n / r u m a h tangga m i sk in . 

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada: 

1 . tokoh adat; 

2. Tokoh agama; 

3. Tokoh masyarakat; 

4. Tokoh pendid ikan; 

5. Kelompok tan i ; 

6. Kelompok nelayan; 

7. Kelompok perajin; 

8. Kelompok perempuan;dan 

9. kelompok masyarakat m i s k i n / r u m a h tangga m i s k i n 

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara la in : 

1. penyebarluasan informasi mela lui per temuan sosialisasi; 

2. penyebarluasan informasi mela lu i media cetak seperti papan 

informasi , poster, bal iho, leaflet bu l e t in Desa, koran Desa; 

3. penyebarluasan informasi mela lu i media pandang-dengar (audio

visual) seperti radio, layar tancap kel i l ing, website Desa, televisi; 

4. pengelolaan penyebaran informasi secara part is ipat i f yang d i l akukan 

mela lu i j u m a l i s m e warga, balai rakyat, j a r ingan bloger Desa, dan 

penggiat seni budaya. 

Desa dapat menggunakan Dana Desa u n t u k membiayai kegiatan 

penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan 

peralatan yang d i b u t u h k a n u n t u k menyebarkan informasi , m a u p u n 

menggunakan Dana Desa u n t u k membiayai pengelolaan kegiatan 

keterbukaan informasi pembangunan Desa. 



U. PEMBERDAYAANHUKUMDIDESA 

Salah satu kata k u n c i dalam definisi Desa adalah bahwa Desa 

adalah kesatuan masyarakat h u k u m . Hal i n i menegaskan bahwa 

masyarakat Desa d ipandang sebagai pe laku ak t i f d i Desa yang memi l i k i 

hak, kewajiban dan tanggungjawab h u k u m {subyek hukum) sebagai 

penerima manfaat dar i adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara 

mand i r i . 

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan t indakan kon t rak tua l 

a tau perjanjian j^ang mengikat secara h u k u m . Selanjutnya, agar 

masyarakat Desa yang i k u t serta mengelola Dana Desa m a m p u mengelola 

sumberdaya i t u secara mand i r i , maka kepada mereka per lu d iber ikan 

pemahaman tentang kon t rak atau perjanj ian yang bersifat legal. Dengan 

demik ian, masyarakat Desa (sebagai pemil ik, pelaksana sekaligus 

penerima manfaat program) akan memi l ik i kemampuan u n t u k 

me rumuskan t indakan- t indakan yang ber landaskan pada pendapat 

h u k u m da lam kesepakatan- kesepakatan has i l musyawarah m a u p u n 

da lam kon t rak -kon t rak kerjasama. Pada akhi rnya , da lam s i tuasi 

k o n t r a k t u a l i n i , masyarakat penerima Desa m a m p u mengatasi dan 

memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang 

bersifat perdata m a u p u n p idana mela lui prosedur h u k u m yang ber laku. 

D is t r ibus i Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan 

pengelolaan Dana Desa secara mand i r i oleh Desa pada dasarnya rentan 

terhadap muncu lnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara 

tegas dapat d isebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana 

Desa p u n terjadi praktek-praktek korups i . 

Kendat ipun da lam pengaturan Undang-Undang Desa d i terapkan 

pr ins ip t ransparans i dan akuntab i l i tas , n a m u n praktek-praktek ko rups i 

tetap t idak dapat d ih i langkan secara to ta l dalam proses pelaksanaan 

penggunaan Dana Desa. Oleh sebab i t u , Desa harus secara serius 

mengabi l langkah- langkah nyata u n t u k memerangi t i ndak pidana korups i . 

Pada s i tuas i i n i , ban tuan h u k u m kepada masyarakat d i b u t u h k a n u n t u k 

membantu masyarakat melawan dan memberantas korups i t ingkat lokal . 

In i l ah yang mendasari pent ingnya "upaya mendorong penegakkan h u k u m " 

yang d i t empuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan 

member i ban tuan h u k u m bagi masyarakat Desa yang dibiayai dar i Dana 

Desa. 

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan h u k u m bagi masyarakat Desa 

yang dapat dibiayai dengan Dana Desa me l iput i : 

1. Pendidikan H u k u m bagi Masyarakat Desa « 



Penegakan h u k u m d i t ingkat masyarakat dapat d iwu judkan 

apabi la anggota masyarakat memi l i k i kapasitas pengetahuan h u k u m 

yang c u k u p memadai sesuai dengan konteks h i dup mereka. Langkah 

strategis menanamkan kesadaran h u k u m d i kalangan warga desa 

adalah pendid ikan h u k u m prakt is . Kepada masyarakat dapat 

d iber ikan pelat ihan h u k u m secara terus menerus, dengan mater i 

tentang aspek- aspek h u k u m prakt i s . 

2. Pengembangan ParaZegfaZ Desa 

Pendidikan h u k u m secara langsung kepada b u k a n merupakan 

sebuah p i l ihan t indakan yang strategis. Selain m e m b u t u h k a n biaya 

yang sangat mahal , pelat ihan h u k u m secara langsung kepada 

masyarakat mensyaratkan adanya w a k t u yang longgar dengan 

intensitas khusus dar i para prakt i s i h u k u m d i kabupaten. 

Karenanya, pendid id ikan h u k u m kepada masyarakat d iber ikan 

secara t idak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat 

nasihat-nasihat h u k u m secara prakt i s dar i para prak t i s i h u k u m j i k a 

benar-benar ada kasus h u k u m . Selain i t u , masyarakat j u g a 

mendapat kemudahan u n t u k mengakses layanan ban tuan h u k u m 

secara prakt is dengan cara menempatkan tenaga paralegal d i Desa. 

Agar tenaga Paralegal dapat member ikan informasi tentang 

langkah- langkah yang akan d iambi l masyarakat da lam 

memperoleh ban tuan h u k u m , maka per lu adanya pelat ihan h u k u m 

bagi tenaga Paralegal. Mater i pe lat ihan me l iput i aspek-aspek h u k u m 

prakt i s yang me l iput i tata cara penanganan kasus perdata m a u p u n 

kasus pidana, ba ik mela lui j a l u r l i t igasi m a u p u n non-l i t igasi . 


